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MOTTO 
 
 للها هوسز ُأ جسٍسٕ بيأ ِع لٕاٍ ِتا ِع حاتز بيأ ِت ءاطع ِع ةَثح ِت ِحمسىا دثع ِع
 دج ِلهصٕ و دج ِٕدج ثلاث :هاق ٌيس و َٔيع للها ييص.حعجسىاو قلاطىاو حانْىا  
)دواد وتأ ٓاوز( 
 
 Artinya: Dari Abdurrahman bin Habib dri ‘Atha’ bin Abi Rabbah dari Ibnu Malik 
dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “tiga perkara yang serius dan 
bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk". 
(HR. Abu Dawud) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
 
 
ix 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
 
 
x 
 
ك Kaf K Ka 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
و Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...’… Apostrop 
ً Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ Fathah A A 
 
 
xi 
 
 ِ‎ Kasrah I I 
 ُ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتم Kataba 
2. سمذ Żukira 
3. ةٕرٍ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
 
 
 
xii 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فَم Kaifa 
2. هوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ً...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أً...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هاق Qāla 
2. وَق Qīla 
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3. هوقٍ Yaqūlu 
4. ٌٍز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هافطلأا حضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ححيط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 
xiv 
 
1. اّْتز Rabbana 
2. هّصّ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّسىا Ar-rajulu 
2. هلالجا Al-Jalālu 
 
 
 
 
 
xv 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ومأ Akala 
2. ُورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤْىا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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 هوسزلاإدَّ محاٍ و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعىا بز للهدَلحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقشاسىايرخ وله للها ُإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ُاصَلماو وَنىا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 
AMMA MAGHFIROH SHOLIKAH, NIM: 152.121.057,“KONSEP 
IḤDAD BAGI PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 11 TAHUN 1981 
TENTANG ‘IDDAH  WAFAT PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER” 
‘Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum 
perempuan setelah terjadinya perceraian. Membincang persoalan ‘iddah, ada 
korelasinya dengan masa berkabung yang disebut dengan iḥdad. Selama empat 
bulan sepuluh hari istri harus menyatakan dukanya dengan tidak berhias dan 
keluar rumah. Gender pada dasarnya menuntut adanya kesetaraan peran dan hak 
antara laki-laki dan perempuan. Pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama 
memiliki andil yang besar untuk kemajuan agama dan negara. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh 
gambaran umum tentang konsep iḥdad bagi perempuan dalam fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) No. 11 tahun 1981 tentang ‘iddah wafat perspektif 
kesetaraan gender. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, 
dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang 
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu 
pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 
Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun beberapa pendapat 
ulama dalam fiqih Islam mengenai ‘iddah serta penjelasan ‘iddah dalam al-Qur’an 
dan hadits. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diwajibkan bagi perempuan 
menjalankan iḥdaddalam masa ‘iddahkarena kematian suaminya. Tujuannya 
untuk melindungi dirinya sendiri dari fitnah yang akan timbul. Namun ditinjau 
dari gender konsep iḥdad dalam fatwa MUI No. 11 tahun 1981 ini tidak 
menunjukan kesetaraan gender. 
 
 
 
Kata kunci: ‘Iddah, Iḥdad, Fatwa MUI, Kesetaraan Gender. 
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ABSTRACT 
 
 
 AMMA MAGHFIROH SHOLIKAH, NIM: 152.121.057,“ THE 
CONCEPT OF IḤDAD FOR WOMEN IN FATWA NO. 11 YEAR 1981 
ABOUT ‘IDDAH DIED PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY”. 
 
‘Iddah is one of the consenquences that must be lived for women after 
divorce. The question of ‘iddah, there is a period of mourning with the 
berevement called iḥdad. For four month ten days the wife had to declare her grief 
unadorned and out of the house. Gender essentrally demands the equality of roles 
and right between men and women. The reason women currently have a great 
time for the advancement of religion and country. 
This research is generally aimed to know and obtain an overview of the 
content of iḥdad for women in the fatwa of the Indonesia Ulema Council (MUI) 
No. 11 of 1981 about ‘iddah died perspective of gender equality. 
In this study, researchers used a type of literature research, with a 
qualitative descriptive approach.  This research is a study conducted to solve a 
problem that essentially rests on a critical and profound study of the relevant 
library materials. While the technique of data collection by collecting some 
opinions of scholar in the Islamic fiqh of the ‘iddah and explanation of ‘iddah in 
the Qur’an and hadith. 
The result of this study show that it is compulsory for womwn to conduct 
iḥdad during ‘iddah due to the death of her husband. The goal is to protect itself 
from slander that will arise. However, the fatwa MUI No. 11 of 1981 does not 
indicate gender equality. 
 
Keywords: ‘Iddah, Iḥdad, The Indonesia Ulema Council (MUI), The Equality 
Gender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .....................................................................................  i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .............................  ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ....................................  iii 
HALAMAN NOTA DINAS .........................................................................  iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .........................................  v 
HALAMAN MOTTO ...................................................................................  vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................  vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..............................................  viii 
KATA PENGANTAR ..................................................................................  xvii 
ABSTRAK ....................................................................................................  xix 
DAFTAR ISI .................................................................................................  xxi 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................  1 
B. Rumusan Masalah .............................................................................  7 
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................  8 
D. Manfaat Penelitian .............................................................................  8 
E. Kerangka Teori ..................................................................................  9 
F. Tinjauan Pustaka ...............................................................................  13 
G. Metode Penelitian ..............................................................................  15 
H. Sistematika Penulisan ........................................................................  17 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Umum Tentang Iḥdad ........................................................  21 
1. Pengertian dan Dasar Penetapan‘Iddahdan Iḥdad.........................  21 
2. Macam-Macam ‘Iddah ..................................................................  31 
3. Hikmah Disyari’atkannya ‘Iddah ..................................................  37 
4. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa ‘Iddah ..................  39 
5. Pergantian ‘Iddah .........................................................................  44 
 
 
 
 
xxii 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Gender .....................................................  48 
1. Pengertian Gender .......................................................................  48 
2. Teori Dasar Tentang Gender .......................................................  53 
3. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan ..............................  57 
4. Pengertian Kesetaraan Gender ....................................................  60 
5. Konsep kesetaraan gender perspektif Islam ................................  62 
BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 
A. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ...................  66 
B. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia ...........................................  69 
C. Orientasi Dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) ......................  70 
D. Asas, Sifat dan Fungsi Lembaga Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) ................................................................................................  74 
E. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  ..............................  76 
F. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama  
Indonesia (MUI) ................................................................................  79 
G. Metode Istinbaṭh Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)  .............  82 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Metode Istinbaṭ  Hukum Dalam Fatwa MUI Tahun 1981  
Tentang ‘Iddah Wafat .......................................................................  90 
B. Konsep Iḥdad Bagi Perempuan Dalam Fatwa MUI Tahun 1981  
Tentang ‘Iddah Wafat Perspektif Kesetaraan Gender ......................  95 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ........................................................................................  102 
B. Saran ..................................................................................................  103 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 
 
23 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan 
yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan 
hidup manusia. Ini sejalan dengan maqāṣid al-syari‟ah.1Manakala dalam 
perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat 
berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu 
tidak bisa tercapai dan sebagai puncaknya terjadi perceraian, baik berupa cerai 
talak maupun cerai ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini menjadi sebuah 
problematik dalam membangun rumah tangga yang mempunyai beberapa 
konsekuensi yang harus dijalani. 
„Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum 
perempuan setelah terjadi perceraian, dimana „iddah adalah masa tunggu yang 
diwajibkan bagi perempuan dan tidak boleh menikah setelah kematian 
suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya. Khusus dalam „iddah wafat 
seorang perempuan wajib melakukan iḥdad.2 Sebagaimana ketentuan yang 
ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234: 
                                                          
       
1
 Hifzh al-Nasl, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan dalam tingkat 
Dharuriyah, Hajiyah dan Tahshiniyah. Mengenai pembahasan masing-masing tingkatan lihat: 
Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 125. 
       
2
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2009), hlm. 342.  
2 
 
   ٍسُهِشَأ َتَعَبِزَأ َّناِهِسُفِوَؤِب َهِصَّبَسَخَي اّجاَوِشَأ َنوُزَرَيَو ِمُكِىِم َنِىَّفَىَخُي َهيِرَّناَو
 ِفوُسِعَلماِب َّهِهِسُفِوَأ يِف َهْهَعَف اَميِف ِمُكِيَهَع َحاَىُج َلاَف َّهُهَهَجَأ َهِغَهَب اَذِاَف اّسِشَعَو اَمِب ُللهاَو
ْيرِبَخ َنىُهَمِعَح 
“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan 
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 
dirinya (ber-„iddah) emapat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila 
telah habis „iddahnya, tiada dosa bagimu (para wali) membiarka 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat”.3 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila suami meninggal, istrinya 
harus tinggal dan wajib ber‟iddah selama 4 bulan 10 hari. Apabila masa „iddah 
telah selesai maka boleh bagi wanita tersebut melakukan hal-hal yang ma‟ruf 
(menurut yang patut bagi wanita pada umumnya) dari apa yang tadinya 
diharamkan seperti berhias, keluar rumah, dan yang lainnya.
4
 
Ligitimasi „iddah tidak hanya bersumber dari al-Qur‟an semata, namum 
beberapa hadits nabawi juga menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Aisiyah R.A yang berbunyi:
5
 
 هع دىسلأا هع ميٌاسبإ هع زىصىم هع نايفس هع عيكو اىثدح دممح هب يهع اىثدح
 ًجام هبا ياوز ضيح دلاثب دخعح نأ ةسيسب ثسمأ جناق تشئاع ًىكن ثاقث ًحاوزو
لىهعم 
Artinya: 
     Dari Aisyah Radiayallah anhu, Aisyah berkata, Beriarah diperintah 
untuk menjalankan „iddah dengan tiga kali haid, diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah, riwayat termasuk siqoh, akan tetapi ma‟ul 
                                                          
       
3
  QS Al-Baqarah (2): 324. 
        
4
 Assunnah Qatar, “Masa ‘Iddah Bagi Seorang Istri Yang Suaminya Meninggal Dunia” dikutip 
dari http://www.assunnah-qatar.com diakses 6 Agustus 2019. 
        
5
 Ibid. 
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Para ulama kecuali Al-Hasan, telah sepakat bahwa wanita muslimah 
yang merdeka wajib melaksanakan iḥdad jika ia ditinggal mati oleh suaminya.6 
Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang beriḥdad  dilarang 
memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti 
perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus dijauhi oleh perempuan 
yang beriḥdad  adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam 
masa iḥdad tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan 
semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepada 
dirinya.Hampir semua ulama berpendapat bahwa iḥdad hanya dilakukan untuk 
suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam 
masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Tujuannya adalah untuk 
menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.
7
 Dalam al-Qur‟an 
memang tidak dijelaskan mengenai iḥdad, namum Imam Syafi‟i dalam kitab 
Al-Umm menerangkan bahwa: “Allah swt memang tidak menyebutkan iḥdad 
dalam al-Qu‟an, akan tetapi ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita 
yang ditinggalkan oleh suaminya untuk beriḥdad, maka hukumya sama dengan 
kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt”. Dengan kata lain kekuatan hukum 
yang yang ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah saw sama dengan hukum 
yang ditetapkan al-Qur‟an.8 
                                                          
       
6
 Ibnu Rasyid, Bidayah al-Mujtahid, juz II, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 92. 
       
7
  Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir”, Al-Hukma; No. 2, Vol. 4, (Desember, 
2014), hlm. 320 
        
8
  Fadlatun Nikmah, “Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita” (Skripsi—IAIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2001), hlm. 23. 
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Dari pemahaman iḥdad di atas, maka dalam konteks Indonesia, iḥdad 
juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal ini diatur dalam Fatwa 
MUI bidang ibadah nomor 11 yang ditetapkan pada 16 Desember 1981 tentang 
’Iddah Wafat, yang berbunyi bahwa: (1) kebolehan wanita yang berada dalam 
’iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari adalah 
masalah khilāfiyyah. (2) memilih pendapat Jumhur Ulama tentang 
ketidakbolehan wanita dalam menjalankan ’iddah wafat meninggalkan rumah 
kediamannya pada malam hari, meskipun untuk melakukan ibadah haji.
9
 
Konsep iḥdad dalam fatwa tersebut adalah dilarangnya perempuan 
meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari, namun dalam 
problematika di masyarakat bahwa iḥdad perempuan dalam fatwa MUI dengan 
di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi 
atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena saat ini 
perempuan semakin berantusias untuk berkarir, bahkan diantara mereka ada 
yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak 
dan suami. Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika 
muslimah harus bekerja demi keluarganya, namun memiliki keterbatasan 
waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya beriḥdad setelah 
ditinggal mati suaminya.
10
  
Seiring dengan perkembangan zaman muncul pemikiran-pemikiran 
modern seseorang mengenai ilmu pengetahuan dan perbedaan pendapat dalam 
memahami suatu ilmu tersebut. Sehubungan dengan putusan fatwa tersebut, 
                                                          
        
9
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah , (Jakarta: erlangga, 2014), 
hlm. 37. 
         10 Amin Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5 
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kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran yang menganggap putusan fatwa MUI 
yang melarang wanita meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari 
tidak adil dan menganggap hukum Islam tidak adil. Padahal Islam dengan 
tegas sebagaimana disampaikan melalui QS. Al-Hujarat ayat 13 telah 
menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama dan 
yang membedakan hanyalah amalannya. 
Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi mulai 
dari pola hidup sampai pada tatanan budaya. Sebut saja gerakan gender yang 
akhir-akhir ini menjadi kajian yang sangat digemari. Gerakan ini banyak 
menyoroti hukum-hukum yang mendeskriditkan pihak tertentu. Dan kontruks 
budaya yang menganggap perempuan itu lemah, sehingga akses yang didapati 
kaum perempuan tidak seluas kaum laki-laki. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, 
diskursus mengenai perempuan dalam kaitannya dengan agama semakin 
dipandang penting, terutama oleh kalangan teolog feminis. Trade mark para 
pengusung wacana ini umumnya adalah kesetaraan gender (gender equality). 
Berkaitan dengan gender salah satunya adalah dalam hal iḥdad. Dalam 
menjalankan „iddah wafat, terdapat larangan-larangan yang hanya 
diperuntukkan bagi perempuan, seperti dilarang bersolek, bercelak, memakai 
minyak wangi dan keluar rumah. Dalam konteks maqāṣid al-syari‟ah, „iddah 
dilakukan sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan yakni 
mengetahui kesucian rahim perempuan serta memberi batas waktu bagi 
perempuan untuk melakukan akad lagi dengan laki-laki lain. Namun, dalam 
fatwa MUI memutuskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya 
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tidak boleh meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari meskipun 
untuk melaksanakan ibadah haji. kenyataannya di era modern ini perempuan 
dan laki-laki memiliki akses yang sama. Seiring dengan perkembangan zaman, 
jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan 
untuk meningkatkan kesejahtaeraan keluarga. 
Menurut kelompok feminis dalam teori feminisme liberal menyatakan 
bahwa, semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan simbang dan 
serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Hal 
tersebut menimbulkan pemikiran tentang ketidakadilan gender. Ketidakadilan 
gender adalah ketidakadilan yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan 
yakni derajat laki-laki dan perempuan dianggap tidak sama dimana terdapat 
diskriminasi terhadap perempuan.
11
 Pemikiran ketidakadilan gender mulai 
mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan hukum Islam. Selain anggapan 
adanya ketidakadilan tentang iḥdad yang hanya ditujukan kepada perempuan. 
Adanya pemikiran tersebut muncul anggapan bahwa hukum Islam cenderung 
menganut kekerabatan patrilineal dan menganggap hukum Islam bahwa hak-
hak antara laki-laki dan perempuan terdapat bias gender. 
Menyikapi hal ini, maka penulis tertarik menganalisis fatwa MUI No. 
11 Tahun 1981 tentang „Iddah Wafat. Fatwa tersebut satu-satunya yang 
membahas tentang „iddah, selain itu dalam perkara tersebut terdapat beberapa 
implikasi yang digunakan penulis sebagai obyek data penelitian. 
                                                          
11
 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 
hlm. 122. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pemikiran pegiat gender maupun 
masyarakat awam mengenai ketidakadilan gender dalam fatwa MUI No. 11 
Tahun 1981 tentang „Iddah Wafat yang menganggap responsif. Selain itu, 
fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 tentang „Iddah Wafat tersebut, mencakup 
beberapa implikasi gender diantaranya larangan bagi perempuan yang sedang 
dalam masa „iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada 
malam hari yang dalam hal ini muncul anggapan bahwa hukum Islam 
membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga hanya perempuan 
yang dilarang meninggalkan rumah kediamannya ketika suaminya wafat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, karena menyikapi 
pemikiran-pemikiran ketidakadilan gender terhadap hukum iḥdad, maka 
penulis tertarik untuk mengangakat gender sebagai pendekatan dalam analisis 
konsep iḥdad. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul, 
“Konsep Iḥdad Bagi Perempuan Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 
Tentang „Iddah Wafat Perspektif Kesetaraan Gender.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana metode Istinbaṭ hukum dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 
Tentang „Iddah Wafat? 
2. Bagaimana konsep iḥdad bagi perempuan dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 
1981 Tentang „Iddah Wafat perspektif kesetaraan gender? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari 
penelitian yaitu: 
1. Mengetahui tentang metode Istinbaṭ hukum dalam Fatwa MUI No. 11 
Tahun 1981 Tentang „Iddah Wafat. 
2. Mengetahui tentang konsepiḥdad bagi perempuan dalam Fatwa MUI No. 
11 Tahun 1981 Tentang „Iddah Wafat perspektif kesetaraan gender. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberika informasi tentang konsep iḥdad bagi perempuan dalam 
fatwa MUI menurut perspektif kesetaraan gender. 
b. Untuk menambah informasi dan khazanah intelektual yang bernilai 
bagi penulis dan pembaca dalam hukum Islam khususnya bagi 
pemerhati feminisme dalam hukum keluarga sekaligus hukum Islam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para 
pengambil kebijakan di tanah air dalam rangka merumuskan hukum 
keluarga menuju yang lebih baik. 
b. Bagi Penulis: sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana 
dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah. 
c. Dapat memberikan penjelasan tentang persoalan peraturan dalam 
fatwa MUI menurut perspektif kesetaraan gender. 
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E. Kerangka Teori 
Dalam konteks penelitian ini, usaha Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
sebagai salah satu pemegang otoritas religius bagi penduduk Islam di Indonesia 
yang menjadi rujukan penyelesaian masalah keagamaan nasional mempunyai 
tujuan yang esensial, yaitu menjunjung tinggi HAM dan Maqaṣhid Syari‟ah. 
Islam memandang perempuan mempunyai status yang sama dengan laki-laki, 
dalam bahasa al-Qur‟an menjelaskan bahwa: 
 ُعيِضُأ آَن ىِّوَأ ِمُهُّبَز ِمُهَن َباَجَخِسآف ِمُكِىِّم ٍمِماَع َمَمَع ِهِّم ِمُكُضِعَب ىَثِوُا ِوَا ٍسَكَذ ِهِّم
ٍضِعَب12  
Artinya: 
     Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 
berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-
orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, 
(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.  
Antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan status, hak-hak 
dan balasan, baik di dunia maupun di akhirat, laki-laki dan perempuan adalah 
sama-sama peserta yang setara dalam kehidupan sehari-hari.
13
 
Dalam menentukan sebuah hukum, baik „iddah maupun iḥdad, 
semestinya laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama. 
Meletakkan ajaran al-Qur‟an dalam konteksnya (kontekstualisasi ajaran al-
Qur‟an) adalah suatu yang penting demi memahami alasan logis 
pewahyuannya. Sebab, hanya dengan cara ini kita dapat membedakan ajaran-
                                                          
        
12
  Q.S. Ali Imran ayat 195 
       
13
 Wahidudin Khan, Agar Perempuan tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan 
Wanita (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 176-177. 
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ajaran universalnya dari ajaran-ajaran spesifiknya, sehingga kita dapat 
terhindar dari bentuk pembacaan yang menindas dan tidak adil.
14
 Sebelum 
melakukan kontekstualisasi „iddah dan iḥdad, perlu dijelaskan bagaimana 
konteks yang ada saat ini. Setidaknya terdapat dua hal yang mencirikan 
konteks saat ini, yang menuntut pembaruan konsep „iddah dan iḥdad. 
Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
membawa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan terutama bidang 
komunikasi dan transportasi yang telah mengantarkan manusia memasuki era 
informasi dan globalisasi ini, manusia lebih cenderung untuk memilih pola 
kehidupan yang materealistik (lebih mementingkan hal-hal yang bersifat materi 
daripada spiritual), liberalistik (terbebas dari nilai-nilai dan norma-norma 
susila), dan sekularistik (memisahkan agama dari kehidupan dunia).
15
 Di antara 
bukti berbagai kecenderungan di atas  adalah keinginan kaum wanita untuk 
bebas melakukan apa saja dan pergi kemana saja tanpa mengindahkan hukum-
hukum dan norma-norma agama. Akibatnya, banyak wanita yang berpergian 
jauh tanpa disertai suami atau mahramnya.
16
 
Kedua, sekarang ini fenomena gender merupakan fenomena yang 
meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan. Dari 
mulai aktivis perempuan, akademisi, intelektual, uama, kaum professional, dan 
bahkan  hingga kaum laki-laki dan masyarakat pada umumnya. Seiring juga 
                                                          
       
14
  Asma Barlas, Cara al-Qur‟an Membebaskan Perempuan, Ter. R Cecep Lukman Yasin, 
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 293. 
       
15
  Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: P.T. Al-
Mawardi Prima, 2003), hlm. 129-130. 
       
16
 Ibid,hlm. 130. 
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dengan semakin majunya cara berfikir dan perilaku manusia maka semakin 
menggema dan semakin dahsyat pula suara-suara yang menggugat berbagai 
ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan selama ini, baik 
dalam sector domestic maupun sector public.
17
 
Makna dari gender merupakan penggolongan gramatikal terhadap kata 
benda dan kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar 
berhubungan dengan jenis kelamin serta ketidakadilan jenis kelamin 
(kenetralan).
18
Pemahaman dan pembedaan antara konsep gender sangatlah 
diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan 
ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan 
karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan 
ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan 
masyarakat secara lebih luas.
19
 
Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Kesetaran 
gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara 
dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak 
asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang pembangunan. 
Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki 
dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan 
tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. 
                                                          
       
17
  Syarif Hidayatullah,Gender and Religion: An Islamic Perspective, Al-Jamiah, Vol 39, No. 
2  (2001), hlm. 324-325. 
       
18
  Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1996), hlm.xii. 
       
19
 Ibid, hlm. 3. 
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Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan 
berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang 
setara dan adil dari pembangunan tersebut.
20
 Definisi kesetaraan gender dari 
USAID menyebutkan bahwa “Gender Equality permits woman and men equal 
enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and 
the benifits from development results”, (kesetaraan gender memberi 
kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara 
setara/sama/seimbang menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial 
mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat 
dari hasil pembangunan). 
Konsep gender menjadi penting karena keberbedaan gender telah 
melahirkan sejarah panjang ketidakadilan social dalam masyarakat dan bahkan 
dalam kebijakan pemerintah. Perbedaan tersebut dikonstruksi secara social, 
diobyektifikasi dan disosialisasikan dari generasi ke generasi selanjutnya, dan 
akhirnya diinternalisasi sebagai sesuatu yang seakan memiliki kebenaran pada 
dirinya sendiri dan bukan hasil konstruksi. Konstruksi menjadi semakin 
langgeng karena diperkuat dan dijustifikasi melalui ajaran keagamaan maupun 
kebijakan negara. 
Dalam penalitian ini, penulis menggunakan teori-teori dasar yang 
digunakan sebagai acuan teori. Penulis menggunakan teori tentang „iddah dan 
iḥdad, baik berupa pengertian, macam-macamnya, hikmah disyari‟atkannya 
                                                          
       
20
 Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, Jurnal 
Equilibrium, (Makasar) Vol. 3 Nomor 1, 2015, hlm. 89. 
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serta hak dan kewajiban dalam masa „iddah. Selain itu, penulis juga 
menggunakan teori gender berupa teori gender feminisme oleh kelompok 
feminisme dengan salah satu tokohnya adalah Nasruddin Umar. Selain teori-
teori tersebut, penulis juga menggunakan Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 
tentang „Iddah Wafat sebagai sumber utama penelitian. Dari teori-teori yang 
telah didapat kemudian penulis membaca dan memahami keseluruhan isi yang 
berkaitan dengan penelitian penulis. Apakah sesuai atau bertolak belakang 
denga teori yang ada. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dari penelusuran yang dilakukan terhadap karya tulis atau skripsi yang 
telah disusun mahasiswa sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara 
khusus membahas mengenai konsep iḥdad bagi perempuan dalam fatwa MUI.  
Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap skripsi-skripsi 
yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya, memang ada yang 
membahas mengenai iḥdad dalam perspektif gender, akan tetapi belum ada 
yang membahas secara khusus tentang iḥdad dalam fatwa MUI. Adapun 
penelitian lain yang membahas mengenai iḥdad, yaitu: 
Pertama, skripsi Muhammad Yalis Sokhib yang ditulis pada tahun 2010 
di Uniersitas Iskam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul 
“Iḥdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis 
Gender)”.Skripsi ini membahas tentang iḥdad bagi perempuan dalam  
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan pisau analisis gender, 
yang bertujuan mengetahui kontektualisasi „urf iḥdad perempuan dalam 
14 
 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena „urf atau adat masyarakat pada dewasa 
ini, berbeda dengan aktivitas masyarakat disaat al-Qur‟an dan al Sunnah turun 
sebagai sumber hukum tertinggi.
21
  
Kedua, skripsi Dita Nuraini yang ditulis pada tahun 2018 di Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Iḥdad Bagi Wanita Karir 
Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”. Skripsi ini 
membahas tentang iḥdad bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN 
Raden Intan Lampung menurut analisis gender. Serta untuk mengetahui 
pandangan hukum Islam terhadap iḥdad wanita karir menurut pengelola PSGA 
UIN Raden Intan Lampung.
22
  
Ketiga, tesis Adnan Buyung Nasution yang ditulis pada tahun 2015 di 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul “Problematika Iḥdad 
Wanita Karir Menurut Hukum Islam”. Tesis ini membahas tentang bagaimana 
syari‟at Islam tentang iḥdad dan peroblematika yang muncul pada wanita karir 
yang beriḥdad.23  
Keempat, jurnal Al Hukama‟ The Indonesian Journal of Islamic Family 
Law oleh Efiana Nur Inayah tahun 2017, yang berjudul: “Masa Berkabung 
Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI”. Jurnal ini 
membahas tentang, ketentuan masa berkabung suami yang di tinggal mati oleh 
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Intan Lampung”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
Lampung. 2018. 
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  Adnan Buyung Nasution, “Problematika Iḥdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam”, 
Tesis, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Medan. 2015. 
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istrinya, serta bagaimana perspektif hukum Islam dan KHI terhadap ketentuan 
masa berkabung tersebut.
24
  
G. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penyusun 
untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.
25
 Metode 
yang digunakan adalah memperoleh data yang valid dan akurat. Penelitian ini 
meliputi beberapa hal: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan(literer), dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang 
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 
bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 
pustaka yang relevan.  
2. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis 
data menurut Amiruddin dan Zainal Asikin dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu:data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah 
data penunjang yang dapat memperkaya penelitian. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini menggunakan data sekunder berupa karya-karya lain seperti 
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  Efiana Nur Inayah, “Masa Berkabung Bagi Suami Di Desa Ngimbang Perspektif Hukum 
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25
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jurnal, skripsi, majalah dan buku-buku yang relevan dengan objek 
bahasan.
26
 Bahan data sekunder ini terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan 
karya peneliti atau teoritis yang orisinil,
27
 dalam hal ini bahan hukum 
primer yang digunakan adalah Fatwa MUI tentang „Iddah Wafat tahun 
1981. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data 
primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk 
dokumen atau artikel.  
c. Bahan Hukum Tersier 
Penulis juga menggunakan data tersier berupa kamus, 
eksiklopedi dan lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan daalm pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan dokumentatif. Yaitu penulis gunakan 
mengumpulkan dan menuelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang 
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  Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2012), hlm. 30. 
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  Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam pendidikan (Jakarta: 
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relevan dengan tema kajian.
28
 Penulis berusaha mencari bahan yang 
berkaitan dengan „iddah dan iḥdad yang berkaitan dengan Fatwa MUI 
No.11 Tahun 1981 serta tentang gender.  
Adapun prosesnya adalah melalui penelaah kepustakaan yang 
sudah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasi dan berdasarkan analisis 
isi. Kemudian data tersebut disajikan secara diskriptif. 
4. Analisis Data 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif yang berangkat dari 
pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang 
bersifat khusus. Dengan kata lain, penulis menguraikan secara deskriptif 
tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoaln yang dibahas. Dari data 
yang umum akan dianalisis sehingga akan menghasilkan data yang bersifat 
khusus yang berhubungan dengan metode yang digunakan dalam fatwa 
MUI No. 11 Tahun 1981 tentang „Iddah Wafat. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulisan menguraikan 
beberapa sistematika penulisan seebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran awal 
tentang permasalahan-permasalahan yang dipaparkan dalam laporan skripsi. 
Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah yakni pemaparan masalah-
masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian yang menjadi pokok 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan 
Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Media Grup), hlm. 144. 
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permasalahan yang merupakan inti masalah yang akan dikaji lebih mendalam 
dalam skripsi ini yakni dimasukkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, 
penulis memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukan 
mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Penulis memaparkan kerangka 
teori yakni memaparkan teori-tori yang akan digunakan dalam menganalisis 
dan menjawab permasalahan-permasalahan yang dijadikan objek penelitian. 
Kemudian tahap selanjutnya  adalah tinjauan pustaka yang mana penulis 
memberikan gambaran singkat mengenai sumber-sumber apa saja yang 
diperlukan untuk menunjang penelitian tersebut. Selanjutnya adalah metode 
penelitian, yakni merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk 
memepermudah jalan penelitian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang 
menginformasikan tentang urutan pembahasan. 
Bab IILandasan Teori, dalam bab ini dijelaskan tentang landasan teori 
yang digunakan sebagai bahan untuk mengkaji tema yang diangkat dalam 
penelitian ini, sekaligus alat analisis penelitian penelitian. Sedangkan bahan 
yang diuraikan dalam bab ini meliputi dua tahapan. Pertamaberisi tinjauan 
umum tentang iḥdad perempuan dalam „iddah,dimana pembahasannya 
meliputi: Pengertian dan dasar penetapan „iddah dan iḥdad, macam-macam 
„iddah, hikmah disyari‟atkannya „iddah serta pergantian „iddah. Bagian kedua 
menjelaskan mengenai sebuah pemahaman yang dijadikan pisau dalam 
menganalisis yakni tentang gender, dimana pembahasannya meliputi: 
Pengertian gender, teori dasar tentang gender, perbedaan gender melahirkan 
ketidakadilan, konsep kesetaraan gender menurut Islam. 
19 
 
Bab III ,merupakan uraian-uraian tentang data-data yang relevan dengan 
penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) disertai perumusan fatwanya. 
Bab IV Analisis dan Pembahasan,dalam bab ini, data-data yang 
terkumpul dianalisis dan disajikan guna menemukan jawaban dari rumusan 
masalah yang sudah dikehendaki. Yaitu mengenai metode istinbaṭ hukum yang 
digunakan  MUI dalam perumusan fatwa tentang „iddah wafat kemudian 
menganalisis fatwa tersebut berdasarkan perspektif kesetaraan gender. 
Bab V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 
pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan bab ini adalah 
dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang 
diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri 
dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut. 
1 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Iḥdad   
Sebelum berbicara tentang iḥdad, akan disinggung „iddahterlebih dahulu 
karena iḥdad merupakan konsep bawaan dari „iddah khususnya „iddah wafat. 
Disamping wanita menjalani masa „iddah selama empat bulan sepuluh hari 
dalam masa, di mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa 
berkabung dalam waktu „iddah tersebut. 
1. Pengertian dan Dasar Penetapan ‘Iddah dan Iḥdad 
Secara etimologis, kata „iddahberasal dari kata kerja „adda-ya‟uddu 
yang berarti menghitung sesuatu (ihsha‟u asy-syay‟i). Adapun kata „iddah 
memiliki arti seperti kata al-„adad yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung 
atau jumlahnya. Jika kata „iddah tersebut dihubungkan dengan kata al-
mar‟ah (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari 
iḥdad terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai 
perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.
1
Menurut 
Sabiq, yang dimaksud dengan „iddah dari segi bahasa adalah menghitung 
hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.
2
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Adapun menurut al-Jaziri kata „iddah mutlak digunakan untuk 
menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.
3
 
Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi 
„iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, 
berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. 
Menurut al-Jaziri, „iddah secara syar‟i memiliki makna yang lebih luas 
daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak 
hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tapi kadang-kadang juga 
didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa 
tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki 
lain.
4
Sabiq menjelaskan bahwa „iddah merupakan sebuah lama bagi masa 
lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah 
kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.
5
 Abu Yahya 
Zakariyya al-Anshari memberikan definisi „iddah sebagai masa tunggu 
seorang perempun untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah 
(ta‟abbud), atau untuk berkabung (tafajju‟) atas kematian suaminya.6 
Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa „iddah memiliki tiga 
makna, yaitu: makna secara bahasa. Secara syar‟i, dan makna dalam istilah 
para ahli fikih. Menurut makna bahasa, „iddah berati menghitung. 
Sedangkan secara syar‟i, „iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi 
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Ibid. 
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perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah 
ahli fikih, „iddah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan 
ketika putus perkawnan atau karena perkawinan syubhat. Sedangkan 
menurut Wahbah az-Zuhaili, „iddah merupakan masa yang ditentukan oleh 
syar‟i pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan 
diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa 
tersebut.
7
 
Sedangkan Jumhur Ulama memberi definisi sebagai berikut: 
. 
Artinya: 
     „Iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal 
mati atau diceraikan oleh suaminya untuk mengetahui kesucian 
rahimnya dan untuk mengabdi atau berbela sungkawa atas 
suaminya.
8
 
 
Dari berbagai definisi „iddahyang telah dikemukakan di atas maka 
dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih, sebagaiman yang 
terdapat dalam berbagai kitab fikih konvensional, kewajiban „iddahhanya 
berlaku untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah(ta‟abbud), maupun 
berkabung (tafajju‟) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut 
perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.Kewajiban 
menjalankan „iddah bagi seorang perempuan setelah berpisah dengan 
suaminya baik karena talak ataupun kematian suaminya didasarkan pada 
Al-Qur‟an, hadits, maupun ijma‟. Ayat Al-Qur‟an yang menjadi dasar 
hukum „iddah adalah sebagai berikut: 
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Pertama, dasar Al-Qur‟an dalam surat Al-Baqarah ayat 228: 
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi, para suami 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9
 
Surat Al-Baqarah ayat 234: 
Artinya: 
     Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan 
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 
dirinya (ber-„iddah) emapat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila 
telah habis „iddahnya, tiada dosa bagimu (para wali) membiarka 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.
10
 
 
Surat Al-Ahzab ayat 49: 
Artinya: 
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      Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka 
sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas 
mereka „iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. 
Maka berilah meeka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu dengan 
cara yang sebaik-baiknya.
11
 
 
Surat At-Thalaq ayat 4: 
Artinya: 
     Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopouse) 
diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 
masa „iddahnya) maka masa „iddah mereka adalah tiga bulan dan 
begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan 
perempuan-perempuan  yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya.
12
 
Kedua, adapun di antara hadits Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi dasar hukum „iddah adalah sebagai berikut: 
Artinya: 
     Tidah halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan 
Hari Akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga 
hari, kecuali atas kematian suaminya, masa berkabungnya adalah 
selama empat bulan sepuluh hari. 
 
 
Artinya: 
                                                          
       
11
  QS Al-Ahzab (33): 49. 
       
12
  QS At-Talaq (65): 4. 
6 
 
Ber‟iddahlah kamu di rumah anak Ummu Maktum. 
Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadits diatas, para ulama 
telah sepakat bahwa „iddah wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan 
suaminya, baik karena talak atau kematian. Kewajiban „iddah ini tidak 
berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna „iddah menurut istilah, sehingga 
dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan dengan 
perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara‟. 
Sekedar diketahui, larangan-larangan syara‟ itu misalnya: Pertama, 
pernikahan dengan orang yang tidak di bolehkan baginya untuk 
dikumpulkan dengan istri yang pertama; Kedua, pernikahan dengan 
kerabat-kerabatnya termasuk mahram seperti saudara perempuan kandung, 
saudara perempuan seayah, saudara perempun ibu, anak perempuan 
saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal 
dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat; Ketiga, 
menikahi istri yang kelima pada masa masih berlaku „iddah bagi istri yang 
keempat yang diceraikannya sampai habis „iddahnya; Keempat, menikahi 
istri yang telah ditalak tiga kali sebelum terpenuhi syarat yang 
menghalalkannya.
13
  
Secara umum, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama 
berkaitan dengan masalah „iddah. Hanya saja, dalam masalah „iddah 
karena perceraian yang terjadi setelah wath‟i syubhat, pernikahan fāsid, 
dan zina, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban „iddah bagi 
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perempuan. Golongan Zhāhiri tidak mewajibkan „iddah bagi perempuan 
yang dicerai karena perkawinan fāsid meskipun sudah terjadi hubungan 
(dukhūl) karena tidak ada dalilnya didalam Al-Qur‟an maupun Sunnah.14 
Sedangkan golongan lainnya (keempat mazhab Sunni) mewajibkan „iddah 
bagi perempuan semacam itu. Bagi kelompok kedua ini, wath‟i syubha 
dan wath‟i yang dilakukan dalam perkawinan yang fāsid adalah sama 
dengan wath‟i yang dilakukan dalam perkawinan yang sah karena dapat 
menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyetubuhinya.
15
 
Dalam hal perempuan yang berzina, terdapat perbedaan pendapat 
dikalangan ulama. Menurut ulama Syafi‟iyyah dan Hanafiyyah, 
perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan  ber‟iddah. Sebab, „iddah 
bertujuan untuk menjaga nasab, sementara persetubuhan dalam bentuk 
zina tidak menyebabkan hubungan  nasab dengan laki-laki yang 
menyebabkan hamil.
16
 Menurut ulama Malikiyyah, perempuan yang 
berzina sama kedudukannya dengan perempuan yang dicampuri secara 
syubhat sehingga dia harus ber‟iddah untuk mengetahui kebersihan rahim. 
Ini berbeda, jika akan dikenakan hukum hadd atasnya, sebab dalam 
keadaan demikian dia cukup menunggu satu kali haid saja. Sedangkan 
ulama Hanabilah mewajibkan perempuan tersebut untuk menjalankan 
„iddah seperti perempuan yang ditalak.17 
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Khusus pada perceraian karena kematian suaminya, seorang istri 
yang ber„iddah secara otomatis dikenai hukum iḥdad. Menurut Abu Yahya 
Zakaria al-Anshary, iḥdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang 
bisa disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis 
(lughawi) iḥdad berarti man‟u (cegahan atau larangan). Berbeda dengan 
Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa iḥdad adalah 
masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa 
tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-
larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali 
dalam keadaan terpaksa.
18
 
Jika dilacak menggunakan pendapat para ulama yang terdapat 
dalam karya-karya mereka, iḥdad adalah menampakkan kesedihan. 
Adapun iḥdad secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan 
dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa 
tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah 
iḥdad  atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu 
tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. 
Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang iḥdad. Sayyid 
Abu Bakar al-Dimiyati, definisi iḥdad adalah “Menahan diri dari bersolek/ 
berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhailiy 
memberikan definisi tentang makna iḥdad: “iḥdad adalah meninggalkan 
harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang mengharumkan 
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maupun yang tidak”.19 Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali 
menjelaskan bahwa “masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan 
larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar 
rumah kecuali dengan keadaan terpaksa”.20 
Adapun iḥdad  dilakukan dengan menjauhi hal-hal sebagai berikut: 
a. Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh para 
ahli fikih pada umumnya, kecuali sebagian ulama Syafi‟iyyah seperti 
Ibn Jarir. 
b. Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih. Akan tetapi, 
ulama Hanabilah membolehkan memakai sutera warna putih karena 
menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. 
c. Memakai pakaian yang berbau wangi. 
d. Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok, misalnya 
warna merah atau kuning. Secara umum, ulama fikih membolehkan 
perempuan tersebut untuk menegenakaan pakaian yang berwarna 
hitam. Akan tetapi, menurut ualma Malikiyyah, pakaian hitam pun 
dilarang jika warna hitam dianggap untuk mempercantik diri oleh 
masyarakatnya. 
e. Memakai wangi-wangian (parfum) pada tubuhnya, kecuali untuk 
menghilangkan bau tidak sedap sehabis haid. Bahkan, menurut mazhab 
Maliki, perempuan yang menjalankan iḥdad tidak boleh melakukan 
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pekerjaan yang terkait dengan wangi-wangian, termasuk menjadi 
pembuat atau pedagang minyak wangi. 
f. Minyak rambut, baik dengan minyak yang mengandung wangi-
wangian atau tidak mengandung wangi-wangian. 
g. Memakai celak, karena hal itu akan memperindah mata. Menurut para 
ahli fikih, bercelak yang dilakukan dengan tujuan pengobatan boleh 
dilakukan pada malam hari, namum tidak dibolehkan pada siang hari. 
Akan tetapi, menurut mazhab Zahiri, memakai celak juga dilarang 
meskipun untuk pengobatan. 
h. Mewarnai kuku dengan inai (pohon pacar) dan semua yang berkaitan 
dengan pewarnaan.
21
 
Seluruh larangan bagi perempuan yang menjalankan iḥdaddi atas 
didasarkan pada hadits: 
Artinya: 
     Perempuan yang ditinggal mati suaminya, janganlah memakai 
pakaian yang dicelup, jangan memakai perhiasan, jangan memakai 
pewarna wajah, dan jangan bercelak.
22
 
 
Artinya: 
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     Dan janganlah meminyaki rambut dengan wewangian. Dan 
janganlah mewarnai kuku dengandaun pacar. Sesungguhnya hal 
itu termasuk dapat memikat laki-laki.
23
 
Artinya: 
     Kami dilarang beriḥdad atas kematian seorang lebih dari tiga 
hari, kecuali kepada suami, selama empat bulan sepuluh hari, dan 
kami tidak bercelak, memakai wewangian, tidak memakai pakaian 
yang berwarna mencolok, kecuali pakaian serban
24
 
 
2. Macam-Macam ‘Iddah 
Sebelum membahas macam-macam „iddah, perlu dijelaskan 
terlebih dahulu pengertian al-qar‟u. Sebab masa „iddah, khususnya bagi 
perempuan yang sudah dan masih haid, didasarkan pada al-qar‟u. Kata al-
qar‟u merupakan kata musytarak yang memiliki makna haid dan suci. 
Dalam memahami kata al-qar‟u tersebut para ulama berbeda pendapat 
bahwa, al-qar‟u bermakna haid, sementara ulama Malikiyyah dan 
Syafi‟iyyah memahaminya sebagai suci. 
Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa tenggang 
waktu „iddah akan relatif lebih lama jika mengikuti pendapat kelompok 
pertama, dan lebih pendek jika mengikuti pendapat kelompok kedua. 
Dalam hal ini, penulis lebih cenderung kepada kelompok pertama, karena 
jika salah satu tujuan „iddah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim 
maka haid dapat menunjukan bahwa seorang perempuan tidak hamil. 
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Selain itu, juga karena terdapat hadits Nabi SAW. yang menyuruh 
perempuan mustahadhah (perempuan yang mengalami istihadhah) untuk 
meninggalkan shalat pada hari-hari aqrā‟nya, dalam masa kata aqrā‟ 
tersebut bermakna haid.
25
 
Dari berbagai ayat Al-Qur‟an yang mengatur tentang „iddah, maka 
„iddah dapat dibedakan menjadi: (a) „iddah dengan ukuran haid atau suci 
(al-aqrā‟), (b) „iddah dengan hitungan bulan, dan (c) „iddah dengan 
melahirkan.
26
 Kalau dicermati, penentuan „iddah yang demikian itu 
sebenarnya disesuaikan dengan sebab perceraian maupun keadaan istri 
ketika terjadi perceraian. Sebab, putusnya perkawinan dapat dibedakan 
karena kematian suami dan talak. Sedangkan kondisi istri dapat dibedakan 
menjadi istri yang sudah dicampuri atau belum, istri yang masih 
mengalami masa haid atau belum (atau bahkan sudah menopouse), dan 
istri dalam keadaan hamil atau tidak. Berikut ini macam „iddah 
berdasarkan kondisi perempuan maupun sebab perceraian. 
a. Berdasarkan kondisi perempuan 
1) Sebelum hubungan atau sesudah hubungan 
Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau 
fasakh dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (qabla 
ad-dukhūl) tidak memiliki kewajiban menjalankan „iddah. Hal ini 
didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Ahzab (33): 49. 
Oleh karena itu, perempuan tersebut dapat langsung melakukan 
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akad perkawinan dengan laki-laki lain setelah perceraian. 
Sebaliknya, istri yang sudah melakukan hubungan (ba‟da ad-
dukhūl) wajib untuk menjalankan „iddah. 
Dari sini, tampak bahwa seolah-oleh hubungan seks 
menjadi syarat mutlak bagi ada atau tidaknya kewajiban „iddah 
dalam perceraian karena talak atau fasakh. Akan tetapi, sebenarnya 
ada sebab lain yang mewajibkan „iddah tanpa harus melakukan 
hubungan seks, yaitu berduaan dengan perempuan di tempat yang 
tertutup/sepi (khalwat). Ulama Hanifiyyah, Hanabilah, dan 
Khulafa‟ ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan 
pendapat yang sahih dianggap setara dengan dukhūl yang 
mewajibkan „iddah. Sedangkan ulama Syafi‟iyyah dalam mazhab 
yang baru (qaul al-jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak 
mewajibkan „iddah.27 Begitu pula menurut ulama Imamiyyah, 
tidak ada kewajiban „iddah bagi perempuan karena melakukan 
khalwat. Adapun ulama Malikiyyah tetap mewajibkan „iddah 
karena khalwat, meskipun dari perkawinan yang fasid.
28
 
Ketentuan dalam Al-Qur‟an yang tidak mewajibkan‟iddah 
pasca perceraian sebelum terjadi hubungan seks diantara pasangan 
tampaknya berlaku dalam suatu perkawinan dalam mana sudah 
terdapat ketidakcocokan di antara pasangan sejak awal sehingga 
mereka enggan untuk melakukan hubungan seks. Kasus seperti ini 
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dapat saja terjadi di antara pasangan yang menikah karena 
dijodohkan, dimana mereka tidak dimintai persetujuan dahulu oleh 
orang tua. 
2) Dalam kondisi haid atau suci 
Perempuan yang putus perkawinan karena talak atau fasakh 
dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk ber‟iddah selama 
tiga qurū‟. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-
Baqarah (2): 228. Sementara itu, perempuan yang belum haid atau 
sudah tidak haid karena menopause masa „iddahnya adalah tiga 
bulan, berdasarkan firman Allah dalam Surat ath-Thalaq (65): 4. 
Bagi perempuan yang belum mencapai umur sembilan tahun, 
ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah mewajibkan „iddah 
bagi perempuan tersebut meskipun masih kecil, sedangkan ulama 
Malikiyyah dan Syafi‟iyyah tidak mewajibkan „iddah bagi 
perempuan yang masih kecil yang belum mampu berhubungan 
intim, dan mewajibkan jika telah mampu berhubungan, meskipun 
belum mencapai sembilan tahun. Sedangkan ulama Hanabilah dan 
Imamiyyah tidak mewajibkan „iddah bagi perempuan yang belum 
genap sembilan tahun, meskipun mampu berhubungan.
29
 
3) Dalam kondisi hamil atau tidak hamil 
Perempuan yang mengalami perceraian sementara dia 
masih dalam keadaan hamil „iddahnya adalah sampai melahirkan 
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anaknya, berdasarkan firman Allah dalam surat ath-Thalaq (65): 4. 
Adapun perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, dia dapat 
menjalankan „iddah seperti yang telah dijelaskan. 
Dalam hal ini terdapat persoalan yang perlu diperhatikan 
terkait dengan perceraian ketika istri dalam keadaan hamil. 
Bagaimana kondisi seorang perempuan yang sedang hamil yang 
seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan 
dukungan psikologis, ketika justru harus mendapatkan tambahan 
beban karena diceraikan oleh suami?. Oleh kareOleh karena itu, 
talak semacam ini sangat tidak manusiawi dan sangat semena-
mena. Tentunya ini berlaku daalam keadaan normal ketika istri 
hamil dari suaminya, dan bukan hamil karena berzina (li‟ān). 
b. Berdasarkan sebab perceraian 
Jika ditinjau dari sebab perceraian maka perceraian dapat 
dibedakan menjadi dua: cerai hidup, yaitu cerai karena talak suami 
(fasakh); dan cerai mati, yaitu cerai karena kematian suami. Oleh 
karena itu, terdapat dua kategori perempuan yang ber‟iddah30 (al-
mu‟taddah): (a) perempuan yang ber‟iddah karena ditinggal mati 
suaminya (al-mutawaffa „anha zaujuha), dan (b) perempuan yang 
ber‟iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (ghair al-
mutawaffa „anha zaujuha). 
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Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka 
„iddahnya adalah 4 bualan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam QS 
Al-Baqarah (2): 234. Ini berbeda dengan „iddah bagi perempuan yang 
ditalak oleh suaminya yang relatif lebih pendek, yaitu tiga quru‟ bagi 
mereka yang masih haid, dan tiga bulan bagi yang belum haid atau 
sudah menopause. 
Selain „iddah karena perceraian baik yang disebabkan oleh 
talak atau kematian suami, di dalam kitab-kitab fikih konvensional 
juga dibahas „iddah bagi perempuan yang suaminya menghilang 
(mafqūd). Dalam hal ini adaperbedaan pendapat antar ulama , ulama 
Hanafiyyah dan Syafi‟iyyah mewajibkan „iddah jika terdapat 
kepastian bahwa suaminya yang menghilang tersebut telah mati atau 
menceraikannya. Abu Hanifah menetapkan batas umur seratus 
duapuluh tahun untuk kematian suami tersebut, sedangkan Syafi‟i dan 
Ahmadmenetapkan sembilan puluh tahun. Sementara ulama 
Malikiyyah dan Hanabilah mewajibkan perempuan itu untuk 
menunggu selama empat tahu, kemudian menjalankan „iddah wafat.31 
Ketentuan „iddah karena suami menghilang tersebut 
tampaknya tidak bisa diberlakukan begitu saja tanpa 
mempertimbangkan sebab-sebab hilangnya suami. Bagaimana kalau 
suami sengaja menghilang untuk menghindari tanggung jawab, 
sementara istri yang kehilangan haknya atas nafkah justru diwajibkan 
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ber‟iddah. Hal ini tentu sangat tidak adil dan mencerminkan dominasi 
laki-laki atas perempuan. Bahkan dalam hukum positif di Indonesia, 
kepergian salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin 
pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar 
kemauannya, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan 
perceraian. 
3. Hikmah Disyari’atkannya ‘Iddah 
Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam „iddah, terjadi 
perbedaan pendapat dikalangan ulama. Satu pendapat mengatakan bahwa 
„iddahtermasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang 
jelas. Satu lagi berpendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang 
mudah terdapat dua bagian. Pertama berhubungan dengan ibadah, bagian 
ini membenarkan jika „iddah termasuk masalah taabbudi. Kedua 
berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang 
dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi 
mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa 
hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. Pendapat kedua 
dikuemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.
32
 
Sejalan yang diungkapkan al-Jaziri, Qaradawi juga berpendapat, 
bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Pasti terdapat 
hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah maha suci dari membuat 
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sesuatu sewenang-wenang dan sia-sia.
33
 Hikmah juga terkandung nampak 
dan sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa, juga sulit 
untuk dijangkau sehingga butuh penelitian ekstra untuk menemukan 
hikmah itu. 
Penggalian hikmah dalam suatu hukum, itu dibenarkan oleh Allah 
swt. Sebagaimana keterangan dalam jami‟ Shaghir hadis riwayat Ibnu 
Abbas sebagai berikut: 
Artinya: berfikirlah kamusemua dindalam tiap-tiap sesuatu dan 
janganlah kamu semua memikirkan dzat Allah.
34
 
Sedangkan hikmah disyari‟atkannya „iddah yang telah dirumuskan 
oleh para ulama fiqih adalah: 
a. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak 
tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain. 
b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali 
membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal 
tersebut baik. 
c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan 
orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo 
berfikir panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak 
ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sentar lagi 
dirusak. 
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d. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-
sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang 
mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan 
tetap terjaga kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat 
memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.
35
 
e. Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana 
perintah itu diperuntukkan kepada perempuan-perempuan yang 
muslim.
36
 
Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan „iddahadalah 
untuk menjaga dan melindungi perempuan nasab atau keturunan, 
bertujuan murni ibadah, semisal perempuan yang sudah tidak haid atau 
dipastikan tidak akan mempunyai keturunan.
37
 Namun menurut pendapat 
Abdul Muqshit Ghozali bahwa hikmah yang terkandung dalam 
„iddahhanyalah etik moral. Ini merupakan hikamah alternatif, dengan 
meninjau kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat 
mengetahui keadaan rahim seseorang. Jika etik moral atau juga murni 
ibadah dijadikan landasan hikmah pemberlakuan hukum „iddah, maka 
waktu dengan kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan 
„iddahitu tetap aman. 
4. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa ‘Iddah 
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Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa istri/perempuan yang 
sedang dalam menjalani masa „iddah memiliki beberapa larangan. 
Pertama, larangan menerima pinangan (khitbah). Artinya, laki-laki asing 
tidak dibolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa „iddah 
secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun 
ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan 
untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang dalam 
„iddah karena kematian suami berdasarkan firman Allah: 
Artinya: 
     Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dlam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 
akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
mengadkan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma‟ruf”.38 
Kedua, larangan menikah dengan laki-laki lain. Laki-lakin asing 
dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa „iddah 
berdasarkan firman Allah: 
 
Artinya: 
     Dan janganlah kamu ber‟azam (bertetep hati) untuk berakad 
nikah sebelum habis, „iddahnya.39 
Apabila menikah maka perkawinan tersebut bāthil. Sebab 
perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang 
pertama. Dan, perkawinan itu harus dibatalkan.
40
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Ketiga, larangan keluar dari rumah. Ulama fikih berbeda pendapat 
mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa „iddah. Ulama 
Hanafiyyah melarang perempuan yang ber‟iddah, baik talak ba‟in, talak 
tiga, ataupun talak raj‟i untuk keluar rumah, siang atau malam hari, 
berdasarkan firman Allah: 
Artinya: 
     Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
„iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu „iddah itu serta 
bertawakallah kamu kepada Allah Tuhanmu. Janganlah keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) 
keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah. Sesungguhnya barang siapa berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali 
Allah mengadakan sesuadah itu sesuatu hal yang baru.
41
 
 
Berbeda dengan perempuan yang menjalankan „iddah kematian 
suaminya. Sebab, dia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan 
sebagaian malam, tetapi tidak boleh bermalaman kecuali dirumahnya/di 
tempat tinggalnya sendiri. Hal ini karena perempuan yang suaminya 
meninggal tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah 
meninggal, dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah 
(bekerja).
42
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Sementara itu, ulama Hanabilah dan Malikiyyah membolehkan 
perempuan yang sedang menjalani masa „iddah, baik karena dicerai atau 
suaminya meninggal, untuk keluar padasiang hari berdasarkan hadits: 
Artinya: 
     Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia 
ingin keluar untuk memotong kurmanya. Kemudian seorang laki-
laki melarangnya untuk keluar. Dia pun menemui Nabi Muhammad 
untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, Pergilah 
engkau kekebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau 
bersedakah dengan byah kurma itu, dan lakukanlah sesuatu yang 
baik menurutmu.
43
 
 
Ulama Hanabilah dan Malikiyyah juga berdalil dengan hadits 
riwayat Mujahid, yakni bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika 
perang Uhud. Kemudian istri-istri mereka mendatangi Rasulullah saw. dan 
bertanya kepadanya apakah mereka dibolehkan keluar malam. Rasulullah 
saw. menjawab bahwa mereka boleh berkumpul bersama di malam hari 
dan jika telah mengantuk agar kembali ke rumah mereka masing-masing.
44
 
Adapun ulama Syafi‟iyyah tidak membolehkan perempuan yang 
sedang dalam masa „iddah secara mutlak untuk keluar rumah., kecuali 
karen „udzr. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam QS. At-Thalaq 
(65): 1 dan hadits yang diriwayatkan oleh Furai‟ah: 
Artinya: 
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     Menetaplah di rumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu 
sampai selesai masa „iddah. Kemudian, saya ber‟iddah di 
dalamnya selama empat bulan sepuluh hari.
45
 
 
Menurut Hasyim, larangan keluar rumah bagi mu‟taddah 
(perempuan yang ber‟iddah) sebenarnya hanyalah sarana untuk 
mewujudkan tujuan „iddah. Sarana di sini lebih menyentuh aspek etika 
sosialnya, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan „iddahnya. Dalam 
hal ini, tujuan „iddah seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, 
selama perempuan tersebut dapat menjaga tujuan „iddah maka dia boleh 
saja keluar rumah, terlebih lagi bagi mereka yang kebutuhannya mendesak 
seperti harus mencari nafkah untuk dirinya dana anaknya.
46
 
Kempat, larangan bagi perempuan yang sedang „iddahadalah 
mengenakan perhiasan dan wewangian. Ulama fikih sepakat bahwa 
perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan iḥdad atau 
ḥidad(tidak berhias dan memakai wewangian). Hal ini berdasarkan hadis 
yang mengajurkan agar seorang perempuan yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir beriḥdad atas seorang yang telah meninggal selama lebih 
dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya dimana ia harus beriḥdad selama 
empat bualan sepuluh hari. Akan tetapi, para ulama itu berbeda pendapat 
dalam hal kewajiban iḥdad bagi perempuan yang sedang dalam masa 
„iddah talak ba‟in. 
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Ulama Hanafiyyah mewajibkan perempuan mabtutah (yang ditalak 
ba‟in) untuk menjalankan iḥdad. Mereka memandang iḥdadsebagai hak 
syar‟i dan sebagai ungkapan rasa berduka atas hilangnya nikmat 
pernikahan. Dalam hal ini, mereka menyamakan kedudukan perempuan 
tersebut dengan perempuan yang suaminya meninggal. Sedangkan jumhur 
ulama hanya berpendapat bahwa iḥdad  bagi perempuan yang ditalak ba‟in 
hukumya sunnah, buakn wajib. Hal ini karena suaminya telah 
menyakitinya dengan talak ba‟in sehingga tidak perlu baginya untuk 
menunjukkan sedih atau berkabung atas perceraiannya. Selain itu, dia pada 
dasarnya adalah perempuan yang menjalankan „iddah karena talak, seperti 
halnya „iddah talak raj‟i. Anjuran untuk menjalankan iḥdad selama masa 
„iddah talak ba‟in hanya dimaksudkan untuk menghindarkan dirinya dari 
fitnah yang mungkin muncul jika ia berhias diri.
47
 
Selain itu, menurut mazhab Haanafiyyah, kewajiban iḥdad tidak 
berlaku bagi perempuan yang belum baligh, sedak sehat akalnya, 
perempuan yang ditalak dari perkawinan fasid atau wath‟u bagi 
perempuan dzimmi jika suaminya yang muslim meninggal. Sementara itu, 
tiga imam mazhab lainnya dan mazhab Ja‟fariy mewajibkan „iddah bagi 
setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik masih kecil 
atau sudah dewasa, muslim atau non-muslim. Akan tetapi, menurut 
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mereka, perempuan non-muslim yang menikah dengan selain laki-laki 
muslim tidak diwajibkan iḥdad.48 
Adapun bagi perempuan yang sedang dalam masa „iddah talak 
raj‟i, ulama fiqh sepakat akan tidak adanya kewajiban iḥdad. Sebab, 
perempuan itu masih berada dalam status perkawinan. Oleh karena itu, 
perempuan tersebut berhak untuk menghias diri bagi suaminya, bahkan hal 
itu justru dianjurkan agar dapat menarik suaminya untuk kembali (ruju‟).49 
5. Pergantian ‘Iddah 
Berdasarkan kondisi perempuan yang kadang mengalami haid, 
tidak haid, hamil, menyusui, ataupun kondisi yang lain, ataupun karena 
terjadinya kematian suami ketika masih dalam masa „iddah, maka 
dimungkinkan terjadinya pergantian „iddah yang harus dijalani oleh 
seorang perempuan. Masalah pergantian „iddah ini juga dibahas dalam 
berbagai kitab fikih mencakup: (a) pergantian „iddah berdasarkan haid 
menjadi „iddah berdasarkan hitungan bulan, (b) „iddah berdasarkan 
hitungan bulan menjadi „iddah berdasarkan haid, dan (c) dari „iddah 
berdasarkan bulan dan haid menjadi „iddah dengan melahirkan. 
Pergantian „iddah yang pertama terjadi dalam kasus seorang laki-
laki yang menceraikan istrinya, sementara istrinya masih mengalami haid, 
kemudian laki-laki tersebut meninggal sementara istrinya masih dalam 
masa „iddah. Jika perceraian tersebut merupakan talak raj‟i, maka istrinya 
harus mengganti „iddahnya dengan „iddah wafat, yaitu empat bulan 
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sepuluh hari. Hal ini karena selama „iddah talak raj‟i perempuan itu masih 
berstatus sebagi istri, dan karena talak raj‟i tidak menghilangkan ikatan 
perkawinan. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah talak ba‟in, maka 
perempuan itu cukup menyempurnakan „iddah talak berdasarkan haid dan 
„iddahnya tidak berubah menjadi „iddah wafat. Hal ini karena ikatan 
perkawinan telah putus sejak terjadi talak ba‟in, sehingga ketika si laki-
laki meninggal, perempuan itu sudah tidak berstatus sebagai istri.
50
 
Sementara jika perempuan yang menjalankan „iddah dengan haid 
hanya mendapati haid sekali atau dua kali, kemudian tidak haid lagi, maka 
„iddahnya berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan. 
Menurut ulama Hanfiyyah, perempuan tersebut tidak ber‟iddah dengan 
bulan kecuali telah mencapai masa menopuose, yaitu 55 tahun. Sedangkan 
menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, perempuan itu harus ber‟iddah 
selama satu tahun. Adapun menurut Syafi‟iyyah di dalam qaul al-jadid, 
sebagaimana pendapat Hanafiyyah, perempuan tersebut harus ber‟iddah 
sampai haid atau mencapai masa menopouse, kemudian ber‟iddah 
berdasarkan bulan.
51
 Adapun menurut Imamiyyah, perempuan tersebut 
cukup ber‟iddah selama tiga bulan, dan jika mendapat haid lagi sebelum 
selesai tiga bulan maka harus menunggu selama sembilan bulan.
52
 
Pergantian „iddah jenis kedua terjadi dalam kasus seorang 
perempuan yang menjalankan „iddah berdasarkan bulan karena belum 
mengalami haid atau sudah mencapai masa menopouse, kemudian 
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mengalami haid. Jika ini yang terjadi, maka perempuan itu wajib berganti 
kepada „iddah berdasarkan haid. Akan tetapi, jika „iddahnya berdasarkan 
bulan telah selesai, kemudian perempuan itu mengalami haid, tidak 
diwajibkan baginya berganti „iddah berdasarkan haid.53 
Pergantian „iddah jenis ketiga terjadi dalam kasus perempuan yang 
pada awalnya menjalankan „iddah berdasarkan bulan atau haid, kemudian 
tampak tanda-tanda kehamilan padanya dari suaminya. Jika ini yang 
terjadi „iddahnya berubah menjadi sampai melahirkan.54 
Dari berbagai jenis pergantian „iddah di atas, pergantian „iddah 
selain yang disebabkan oleh kematian suami atau karena hamil sebenarnya 
tidak perlu. Dalam arti bahwa perempuan yang sedang menjalani masa 
„iddah tersebut cukup menyempurnakan „iddahnya sehingga sekurang-
kurangnya sama dengan sembilan puluh hari. Ketentuan yang mewajibkan 
perempuan untuk menunggu selama satu tahun atau sampai menopouse 
ketika perempuan mengalami haid yang tidak normal dapat dipahami 
sebagai suatu kehati-hatian (iḥtiyath) terhadap kemungkinan terjadinya 
kehamilan. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Gender 
Untuk menganalisis gender, penulis akan memaparkan tinjauan umum 
tentang gender, sebagai berikut: 
1. Pengertian Gender 
Istilah gender sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih 
banyak diantara yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. 
Gendersering diidentifikasikan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender 
berbeda dengan jenis kelamin. Gendersering juga dipahami sebagai 
pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata 
demikian. 
Secara etomologis kata “jender” berasal dari bahasa Inggris gender 
yang berarti “jenis kelamin”. Dalam Webster‟s New World Dictionary, 
gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.55 Sementara itu dalam 
Concise Oxford Dictionary of Current English Edisi 1990, kata gender 
diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata benda dan kata 
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lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan 
dengan jenis kelamin serta ketidakadaan jenis kelamin (kenetralan).
56
 
Secara termonologis gender oleh Hillary M. Lips dalam bukunya 
yang terkenal sex dan gender, an Introduction mengartikan gender sebagai 
harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, 
perempuan dikenal sebagai lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. 
Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri 
dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-
laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat dan rasional dan 
perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu 
dan dari tempat ke tempat yang lain. Dan hal tersebut merupakan konsep 
dari hasil kontruksi sosial dan kultural, bukan kodrati atau alami.
57
H. T. 
Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai sebuah suatu 
dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan 
pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka 
menjadi laki-laki dan perempuan.
58
 Sementara itu Elaine Showalter 
mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan 
gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan 
sesuatu.
59
Menurut Raihan,
60
 pengertian gender dalam bahasa Inggris 
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adalah jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya gender atau 
yang lebih populer dikenal dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan 
perempuan adalah “Kondisi dinamis, dimana laki-laki dan perempuan 
memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peran dan kesempatan 
yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati, 
saling membantu dan saling mengerti dalam pembangunan diberbagai 
bidang”.61 
Di dalam Women‟s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender 
adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 
(distinction) dalam hal peren, perilaku, melintas dan karakteristik 
emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam amsyarakat.  
Menurut Nasruddin Umar mengutip dari webster‟s New Word Dictionary, 
gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku”,62Wome‟s Studies 
Encyclopedia, memberikan penjelasan tentang pengertian gender yang 
dikutip oleh Umar yaitu “suatu konsep cultural yang berupaya membuat 
perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan 
karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang 
dalam masyarakat”.63 
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Memahami gender ada dua aspek yang membedakan laki-laki dan 
perempuan, yaitu: seks dan gender. Pemahaman dan pembedaan anatara 
konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk 
memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Hal 
ini disebabkan karena ada kaitannya erat dengan antara perbedaan 
gender(gender differences) dan ketidakadilan gender(gender inequalities) 
dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.
64
 
Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender 
dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan 
pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 
secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa 
manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat )seperti 
daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki 
jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan 
memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, 
memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-
alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin 
perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat 
tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada 
manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan 
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merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan 
Tuhan atau kodrat.
65
 
Sedangakan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu 
sifat yang melekat pada kamu laki-laki maupun perempuan yang 
dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan 
itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-
laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri 
merupakan sifat-siafat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki 
yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan 
yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-siafat itu dapat 
terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya 
saja zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-
laki, tetapi pada zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang 
lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat 
yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih 
kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan 
antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke 
waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari 
suatu kelas ke kelas yang lain. Itulah yang dikenal dengan konsep 
gender.
66
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Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah 
suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi pembedaan antara 
laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. 
Gender  dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (sosial 
construction), bukanya sesuatu yang bersifat kodrati. 
 
 
2. Teori Dasar Tentang Gender 
a. Teori Kodrat Alam 
Menurut teori ini yang membedakan jenis kelamin dalam 
memandang gender adalah perbedaan biologis. Teori ini dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
1) Teori Nature 
Teori ini memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang 
tidak perlu dipermasalahkan. 
2) Teori Nurture 
Teori ini lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil 
rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender 
tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan. 
b. Teori Kebudayaan 
Teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi 
budaya. Menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap 
34 
 
perempuan karena konstruksi budaya, materi atau harta kekayaan. 
Gender itu merupakan hasil proses budaya masyarakat yang 
membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pemilihan peran 
sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan 
dilatih.
67
 
 
c. Teori Fungsional Struktural 
Berdasarkan teori ini munculnya tuntutan untuk kesetaraan 
gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya 
perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era 
globalisasi yang penuh dengan berbagai persainagan, peran seseorang 
tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih 
banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi 
ditentukan oleh daya saing dan keterampilan.
68
 
d. Teori Evolusi 
Menurut teori ini semua yang terjadi di jagat raya tidak 
berlangsung secara otomatis tetapi mengalami proses evolusi atau 
perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti, terus-
menerus tanpa henti. Kesetaraan gender merupakan gejala alam atau 
tuntutan yang menghendaki kesetaraan, yang harus direspon oleh 
umat manusia dalam rangka adaptasi dengan alam. Berdasarkan teori 
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ini pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan 
perempuan pada zaman dahuli tidak pernah dipermasalahkan karena 
lamanya menuntut demikian. Sekarang tuntutan kesetaraan gender 
menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh 
dunia juga karena alam menuntut demikian disebabkan adanya 
perubahan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang berlaku di 
masyarakat yang memungkinkan peran laki-laki dan perempuan bisa 
sama atau dipertukarkan. 
Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup 
berpengaruh dalam menjelaskan  latar belakang perbedaan dan 
persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:
69
 
a. Teori Psikoanalisa (Identifikasi) 
Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Sigmund Freud (1856-
1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-
laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan 
seksualitas. Kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu 
id, ego dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud 
ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. Namun teori ini mrndapat 
prites keras dari kaum feminis, karena Freud mengungkapkan 
kekuarangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. 
b. Teori Struktural-Fungsional 
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Teori ini merupakan teori sosiologi yang diterapakan dalam 
melihat institusi keluarga. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar 
yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi 
setiap unsur, dan menerangkan bagaimana unsur-unsur tersebut dalam 
masyarakat. 
 
 
c. Teori Sosial-Konflik 
Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori ini bertolak 
belakang dengan teori struktural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi 
sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang 
ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau 
sekelompok orang; 2) maka konflik adalah suatu yang tak 
terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam 
aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; 
dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam 
masyarakat. (Ratna Megawangi, 1999: 81). 
d. Teori Feminisme Liberal 
Teori ini berasumsi bahawa pada dasarnya tidak ada perbedaan 
laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak 
yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis 
liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan 
perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada pembeda 
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(distinction) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, 
fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuansi logis 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
e. Teori Feminis Marxis-Sosialis 
Feminisme ini bertujuan mengadakan rekonstruksi masyarakat 
agar tercapai kesetaraan gender.  Ketimpangan gender disebabkan 
oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of 
labour, termasuk di dalam keluarga. 
f. Teori Feminisme Radikal 
Teori ini hampir sama denga teori marxis-sosialis, namun teori 
ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi 
keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi 
yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan 
tertindas. Feminisme ini membenci laki-laki sebagai individu dan 
mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan 
laki-laki dalam kehidupan perempuan. 
g. Teori Ekofeminisme 
Teori ini muncul karena ketidakpuasan akan arah 
perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini melihat 
individu secara komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan 
berinteraksi dengan lingkungannya (Ratna Megawangi, 1999: 189). 
3. Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan 
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Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah 
sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender(genderinequalities). 
Namum yangterjadi persoalan, ternyata perbedaan gendertelah melahirkan 
berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum 
perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana 
baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem 
tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gendermenyebabkan 
ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi 
ketidakadilan yang ada, yakni:
70
 
a. Marginalisasi terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak semua 
marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, 
namum yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi 
yang disebabkan oleh perbedaan gender.
71
 
b. Subordinasi terhadap kaum perempuan. Dalam rumah tangga, 
masyarakat maupun Negara banyak kebijakan dibuat tanpa 
“menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena 
perempuan “toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah 
tinggi-tinggi”, atau karena anggapan bahwa perempuan itu emosional 
maka dia tidak tepat untuk memimpin partai politik atau presiden, hal 
ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh 
gender. Selama beberapa abad atas legitimasi agama, kaum 
perempuan tidak boleh memimpin apapun. Timbulnya penafsiran 
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agama itu mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi atas kaum 
perempuan.
72
 
c. Pelabelan negative (stereotype) terhadap kaum perempuan dan akibat 
dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan yang 
lainnya. Dalam masyarakat terjadi banyak stereotype yang dilabelkan  
kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, 
memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya 
keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah 
misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan 
dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenannya boleh dibayar lebih 
rendah.
73
 
d. Kekerasan (violence) terhadap perempuan yang disebabkan oleh 
perbedaan gender. Kekerasan disini mulai dalam bentuk yang lebih 
halus, seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan 
sampai kekerasan fisik, seperti pemerkosaan, pemukuln dan 
pembunuhan.
74
 
e. Karena peran gender perempuan adalah pengelola rumah tangga, 
maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik yang 
lebih banyak dan lebih lama (double burden).
75
 
Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan 
dan mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialosasikan kepada 
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kaum laki-laki dan perempuan yang lambat laun akhirnya menjadi terbiasa 
dan percaya bahwa seolah-olah peran gender tersebut menjadi kodrat. 
Pada gilirannya terciptalah suatu struktur dan system ketidakadilan gender 
yang “diterima” dan tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah. 
Untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki 
dan perempuan perlu adanya solusi hubungan genderyang setara (gender 
equality) yang dibangun di atas kesadaran gender. Menurut Gerson dan 
Peiss setidaknya ada tiga konsep dasar bentuk hubungan gender, yakni: 
a. Konsep bentuk hubungan boundaries (menggambarkana daya struktur 
kompleks, yakni fisik, sosial, ideologis dan psikologis yang 
membentuk perilaku dan sikap setiap kelompok gender). 
b. Konsep bentuk hubungan proses negosiasi-dominasi (konsep 
negosisasi dalam hubungan dengan kajian ini terjadi tawar-menawar 
antara laki-laki dan perempuan mengenai persetujuan hak. Setiap 
kelompok memiliki aset untuk bekerjasama dan menolak aturan sosial 
yang berlaku, sedangkan konsep dominasi adalah system pengadilan 
dan paksaan oleh laki-laki dan perempuan). 
c. Konsep kesadaran gender merupakan satu hal dari berbagai kesadaran 
yang harus dimiliki oleh setiap individu. Tidak ada pendeskriminasian 
atas nama apapun. Perempuan berhak mendapatkan apapun yang 
menjadi haknya dan berhak melaksanakan apa yang menjadi 
kewajibannya. Ada tiga aspek yang menuntun manusia pada 
kesadaran (BS Bloom), yang dikenal dengan Taksonomi Bloom, 
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yaitu: Aspek Kognitif (titik awal keharusannya adanya kesadaran pada 
setiap individu), afektif (niat yang selaras) dan psikomotorik (apa 
yang dikerjakan). 
4. Pengertian Kesetaraan Gender 
Kesetaraan gender adalah kesamaan memperoleh kesempatan dan 
hasil untuk laki-laki dan perempuan, termasuk penghapusan deskriminasi 
dan ketidaksetaraan struktural dalam mengakses sumber daya, kesempatan 
dan jasa-jasa, seperti akses yang sama untuk kesehatan, pendidikan, 
sumberdaya produktif, partisipasi sosial dan ekonomi.
76
 Inpres No. 9 
Tahun 2000 mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi 
bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 
kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan 
nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil peembangunan tersebut. 
Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan, kesetaraan gender adalah 
suatu kondisi dan siatuasi yang menggambarkan keseimbangan peran, 
tugas dan tanggungjawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan 
dalam menjalankan dan menikmati berbagai hasil pembangunan sebagai 
warga negara dan warga masyarakat.
77
Berdasarkan berbagai definisi 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu 
kondisi dan situasi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan 
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peren, tugas, tanggungjawab dan memiliki akses serta kesempatan yang 
sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan termasuk penghapusan ketidakadilan gender 
serta memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. 
Aspek kesetaraan gender dan keadilan gender adalah sebagai 
berikut: 
a. Akses, yaitu merasakan dan meyakini kapasitas laki-laki dan 
perempuan untuk menggunakan sumberdayasepenuhnya berpartisipasi 
secara aktif dan produktif (sosial, ekonomi dan politik) dlam 
masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja 
dan pekerjaan, informasi dan manfaat. 
b. Partisipasi dan peran, yaitu mengetahui, merasakan dan meyakini 
bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan untuk terlibat dan 
ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan maupun 
pelaksanaan segala kegiatan baik dalam wilayah publik maupun 
domestik. 
c. Kontrol, yaitu mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki 
dan perempuan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil 
keputusan atas penggunaan dan pemanfaatan berbagai macam hasil 
sumberdaya. 
d. Manfaat, yaitu mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki 
dan perempuan memiliki kesamaan untuk memperoleh manfaat dari 
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berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan 
pengikut hasil tersebut. 
5. Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Islam 
Secara umum perempuan selalu dimunculkan bermasalah ketika 
dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Sudah berabad-abad lamanya 
pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian 
mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti: Yahudi, 
Kristen, dan Islam atau mungkin juga agama-gama lainnya. Sebelum Islam 
datang posisi perempuan berada pada starata sosial yang tidak imbang 
dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama berabad-abad kaum 
perempuan terus-menerus berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Nasib 
perempuan begitu sengasara dan memperihatinkan. Perempuan dijadikan 
boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau pengasa, 
bahakan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat 
diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan peempuan 
sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Perempuan tidak 
memiliki hak-hak semestinya. Kondisi perempuan seperti ini hampir 
terjadi di semua bangsa di dunia pada waktu itu, seperti bangasa Yunani, 
Romawi, Cina, India, Persia dan lain sebagainya.
78
 
Demikianlah selama berabad-abad perempuan terus-menerus 
berada di bawah kekuasaan laki-laki. Kemudian datanglah Islam yang 
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berusaha mengangkat kedudukan perempuan hingga menjadi sejajar 
dengan kedudukan laki-laki. Islam datang untuk melepaskan perempuan 
dari belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam 
memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, 
makhluk yang memiliki berbagai hak dan kewajiban. Islam 
mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam 
memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek 
kemanusaiaan (Q.S. Al-Hujjarat (49): 13). Islam juga menempatkan 
perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan 
kewajiban-kewajiaban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-
beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10), menerima balasan di akhirat 
(Q.S. an-Nisa (4): 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak 
disebutkan dalam al-Qur‟an.  
Perspektif gender dalam al-Qur‟an tidak sekedar mengatur 
keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam 
masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur‟an juga mengatur keserasian pola 
relasi antara mikro-kosmos (manusia), makro kosmos (alam) dan Tuhan. 
Secara umum al-Qur‟an mengakui adanya perbedaan (distriction) antara 
laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukan pembedaan 
(discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan satu 
pihak lain. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-
Qur‟an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih 
sayang (mawaddah wa raḥmah) dilingkungan keluarga QS. Ar-Rum: 21, 
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sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri damai 
penuh ampunan Tuhan (baladatun thayyibantun wa rabbun ghafūr) QS. 
Saba: 15. 
Al-Qur‟an juga terobsesi untuk mengalihkan pola hidup menuju 
pola hidup ummah, yaitu pola hidup yang lebih mendunia dan lebih 
menjunjung tinggi prinsi-prinsip keadilan. Dalam pola hidup ini, laki-laki 
dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan berkarir 
secara adil. Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan 
kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan kedudukan yang 
diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan 
perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Tentunya ada 
batasan-batasan tertentu yang membedakan wanita dengan pria. Pada 
perkembangan selanjutnya, muncul gerakan feminisme,yaitu suatu 
gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum wanita 
mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk meghentikan diskriminasi 
tersebut.
79
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BAB III 
GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 
 
 
A. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi 
para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk 
membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh 
Indonesia, yang berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan 
dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.
1
MUI berdiri sebagai 
hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan 
zu‟ama yang datang dari penjuru tanah air, antara  lain meliputi dua puluh 
enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia. Pada masa itu, 
10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat 
pusat yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti Al Washliyah, 
Math‟laul anwar, GUPPI, PTDI, DMII dan Al Ittihhadiyyah, 4 orang 
ulama dari Dinas Rohani islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, 
Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang 
merupakan tokoh perorangan.
2
 
Dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat bermusyawarah para ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam 
BerdirinyaMajelis Ulama Indonesia (MUI)”, yang ditandatangani oleh 
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seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah 
Nasional Ulama I. Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan 
kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak 
terserap dalam perjuangan politik kelompok yang kurang peduli terhadap 
masalah kesejahteraan rohani umat.
3
 
Dalam perjalannanya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan muslim berusaha untuk: 
a. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhoi Allah swt.; 
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakayan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar 
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta; 
c. Menjadi penghubung antar ulama dan umaro (pemerintah) dan 
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional; 
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan 
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tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
4
 
Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia (MUI)  didirikan 
untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut 
dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa.
5
 Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) merupakan organisasi yang didanai pemerintah yang bertindak 
secara independen. Nemun dalam beberapa kasus, MUI diminta untuk 
melegitimasi kebijakan pemerintah.  
Hubungan MUI dengan dengan pihak eksternal (luar MUI), 
sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan muslim serta tumbuh kembang di kalangan umat Islam, 
Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan 
otonom dan menjunjung tinggi semangat kemurnian. Semangat ini 
ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan 
terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan 
pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama 
organisasi.
6
 
Dalam kaitannya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di 
kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak 
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dimaksudkan untuk menjadi oraganisasi supra-struktur yang membawahi 
organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan 
dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan 
keragaman umat Islam, sesuai niat kelahirannya adalah wadah sulaturahmi 
ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di 
kalangan umat Islam.
7
 Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti 
mengahalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-
pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan 
atas dasar saling menghargai posisi masing-msaing serta tidak 
menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu 
menujukan kesadaran MUI bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan 
kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari 
tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan berkerjasama antar 
komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap MUI ini 
menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatin lil 
alamin(Rahamat bagi Seluruh Alam).
8
 
B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
1. Visi 
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangasaan dan 
kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt. 
(baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat 
berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan 
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kaum muslimin (izzu Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara 
Keasatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi 
seluruh alam (rahmatan lil‟aklamin).9 
2. Misi 
a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara 
efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah 
hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam 
dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta 
menjalankan syariah Islamiyah. 
b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahu munkar agar 
terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai 
aspek kehidupan. 
c. Mengembangkan ukuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan keatuan umat Islam dalam wadah 
Negara Kesaruan Republik Indonesia.
10
 
C. Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Majelis Ulama Indonesia juga memiliki sembilan orientasi 
perkhidmatan, yaitu:
11
 
1. Diniyah (Keagamaan) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran 
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Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip 
tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan 
manusia. 
2. Irsyadiyah (Memberi Arahan) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah wal-
Irsyad yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan 
serata melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam arti yang 
seluas-luasnya. Semua kegiatan MUI adalah untuk dakwah. 
3. Ijabiyah (Responsif) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan ijabiyah yang 
berupaya memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan 
yang di hadapi masyarakat melalui prakarsa kebijakan (amal saleh) 
dalam semangat berlomba dalam kebaikan (fastabiq al-khairat). 
4. Hurriyah (Independen) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan indepanden 
yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh 
oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan 
pikiran, pandangan dan pendapat. 
5. Ta‟awiniyah (Tolong Menolong) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan 
ketaqwaan dalam membuka kaum dhuafa‟ untuk meningkatkan harkat 
dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini 
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dilaksanakan atas persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan 
umat Islam. Hal ini adalah landasan MUI untuk mengembangkann 
persaudaraan kebangsaan dan memperkukuh persaudaraan manusia. 
6. Syuriyah (Permusyawaratan) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
melaksanakan prinsip musyawarah dalam mencapai pemufakatan 
melalui pengembangan sikap demikrasi, skomodatif dan aspiratif 
terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat. 
7. Tasamuh (Toleransi dan Moderat) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan 
kegiatan dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara 
berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat 
Islam. 
8. Qudwah (Panutan/Kepeloporan) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penghidupan yang 
mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa 
kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan 
umat. 
9. Addualiyah (Mendunia) 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang 
menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 
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memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai ajaran 
Islam. Sesuai dengan itu Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan 
dan kerjasama dengan lembaga/ organisasii Islam internasional 
diberbagai negara. 
 Adapun peran Majelis Ulama Indonesia, yaitu:
12
 
1. Sebagai Pewaris Tugas Nabi (warasat al-anbiya) 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai tugas-tugas para 
Nabi, yang menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan 
terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana 
yang berdasarkan Islam. Walaupun dengan konsekuensi akan 
menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya 
bertentangan dengan tradisi, budaya dan peradaban manusia. 
2. Sebagai Pemberi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatawa 
bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga 
pemberi fatwa MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi 
umat Islam di Indonesia yang sangan beragam aliran paham dan 
pemikiran serata organisasi keagamaannnya. 
3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ri‟ayat wa Khadimal 
Ummah) 
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 Ibid. hlm. 10. 
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Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat 
(khadim al-ummah) yang melayani umat Islam dan masyarakat luas 
dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. 
4. Sebagai Gerakan Islam Wal-Tajdid 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu 
gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan 
dikalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan tadjid yaitu 
gerakan pembaharuan pemikiran Isalam dan dengan jalan taufiq 
(kompromi) ataupun tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan 
ini diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan dikalangan 
umat Isalam Indonesia. 
5. Sebagai Penegak Amar Makruf Nahi Munkar 
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan 
amar makruf nahi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran 
sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan denagn penuh 
hikmah dan istiqomah. 
D. Asas, Sifat dan Fungsi Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Terhitung sejak berlangsungnya Munas VI MUI tahun 2000 sesuai 
dengan perubaghan dan penyempurnaan AD/RT, beberapa perubahan atas 
asas dan susunan organisasi MUI, yaitu: 
1. Asas MUI yang semula pancasila berubah menjadi Islam. 
2. MUI merupakan organisasi yang bersifat keagamaan, 
kemasyarakatan, independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi 
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bagian dari pemerintah atau kelompok manapun. Independen juga 
harus tercermin dalam berfikir, bersifat, bertindak dan berbuat. MUI 
tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi sosial politik. 
3. Susunan organisasi semula hanya dipropinsi, kota/ kabipaten, telah 
diperluas hingga di tingkat kecamatan. 
4. Hubungan organisasi MUI Pusat dengan MUI Propinsi, MUI Kota/ 
Kabupaten yang semula bersifat horisontal aspiratif menjadi 
koordinatif, aspiratif struktural administrative. Dalam arti, tidak lagi 
bersifat horisonatal aspiratif, tapi lebih kepada vertikal koordinatif. 
5. Hubungan antar MUI dengan organisasi/ kelembagaan Islam bersifat 
konsultatif dan kemitraan. MUI bukan supra struktur yang 
membawahi atau atasan ormas Islam. MUI bukan organisasi federasi, 
tetapi merupakan wadah musyawarah. 
6. Susunan kepengurusan MUI di semua tingkatan secara umum, 
meliputi: 
a. Dewan penasehat 
b. Dewan harian 
c. Anggota pleno, komisi dan lembaga.13 
Sebagai seorang ulama yang ada di Indonesia salah satunya, 
menyadari akan peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih 
lagi ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat 
Islam dalam menjalankan amanat-amanat sesuai visi dan misi MUI. 
                                                          
       
13
  Din Samsudin, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi..., hlm. 18-22. 
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Adapun fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagi berikut:
14
 
1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan 
muslim dalam mengayomi umatnya dan mengembangkan kehidupan 
yang Islami. 
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu‟ama dan cendekiawan 
muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam 
menggalang ukhuwah Islamiyah. 
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan 
konsultasi antar umat agama. 
4. Sebagai pemberi fatwa umat Islam dan pemerintah, baik diminta 
maupun yang diminta. 
E. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Periode I (1975-1980) 
 Ketua umum  : Prof. Dr. Hamka 
 Sekretaris umum : Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA. 
Periode II (1980-1985) 
 Ketua umum  : K.H. Syukri Ghozali 
 Sekretaris umum : H.A. Burkhani Tjokrohandoko 
      Dilanjutkan H.A. Qodir Basalamah 
Periode III (1985-1990)  
Ketua umum  : K.H. Hasan Basri 
Sekretaris umum : H.S. Prodjokusumo 
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Periode IV (1990-1995) 
 Ketua umum  : K.H. Haan Basri 
 Sekretaris umum : H.S. Prodjokusumo 
Periode V (1995-2000) 
Ketua umum  : K.H. Hasan Basari (wafat) dilanjutkan oleh  
Pjs. Prof. K.H. Ali Yafie 
Sekretaris umum : Drs. H.A. Nazri Aldani 
 Periode VI (2000-2005) 
Ketua umum                : K.H. MA. Sahal Mahfudz 
Sekretaris umum    : Prof. Dr.K.H. Din Syamsuddin, MA. 
Periode VII (2005-2015) 
Ketua umum     : Prof. Dr.K.H. Din Syamsuddin, MA. 
Sekretaris umum    : Dr. Ichan Syam 
Periode VIII (2015-Sekarang) 
Ketua umum      : K.H. Ma‟ruf Amin 
Sekretaris umum     : Dr. Anwar Abbas  
Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
1. Ketua Umum 
2. Wakil Ketua Umum 
3. Bidang-Bidang dalam MUI; 
a. Bidang Fatwa 
b. Bidang Ukhuwah Islamiyah 
c. Bidang Dakwah 
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d. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi 
e. Bidang Pengkajian dan Penelitian 
f. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 
g. Bidang Perekonomian dan Produk Halal 
h. Bidang Pemberdayaan Perekonomian 
i. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Perlindungan 
Anak 
j. Bidang Remaja dan Seni Budaya 
k. Bidang Keukunan Umat Beragama 
l. Bidang Hubungan dan Kerjasama Internsional 
m. Bidang Informasi dan Komunikasi 
n. Bidang Lingkungan Hidup dan SDA. 
4. Sekretaris Jendral 
5. Wakil Sekjen 
6. Bendahara Umum 
7. Dewan Penasehat 
Beberapa deretan ketua MUI dari periode ke periode:
15
 
1. Prof. Dr. Hamka dari tahun 1977-1981  
2. KH. Syukri Ghozali dari tahun 1981-1983  
3. KH. Hasan Basri dari tahun 1983-1990  
4. Prof. KH. Ali Yafie dari tahun 1990-2000  
5. KH. M. Sahal Mahfudz dari tahun 2000-2014 
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6. Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin dari tahun 2014-2015 
7. Prof. Dr. KH. Ma‟ruf Amin 2015-Sekarang 
Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga dan kelima telah 
meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang 
keempat dan yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin 
majelis para ulama ini. 
F. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) 
Seperti yang sudah dijelaskan dalam sejarah MUI, sejalan dengan 
hal tersebut dalam amanat Musyawarah Nasional IV tahun 2000 senantiasa 
berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjannya terutama 
dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan dalam setiap 
permasalahan.
16
 Maka sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi 
harapan tersebut, MUI memandang bahwa Pedoman dan Prosedur 
Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan  melalui Ijtima‟ Ulama Komisi 
Fatwa se-Indonesia melalui sidang pleno di Jakarta, tanggal 22 syawal 
1424 H/ 16 Desember 2003 M, dipandang  perlu untuk 
disempurnakan.
17
Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu 
mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurrna dan 
transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah 
                                                          
       
16
 MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibada...,  hlm. xxv. 
       
17
 Ibid.  
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keagamaan, dengan prinsip sistematis (tafshiliy), argumentatif (berpijak 
pada dalil syar‟i), kontekstual (waqi‟iy), dan aplikatif (tathbiqy). 
Ketentuan lengkap mengenai pedoman dan prosedur penetapan 
fatwa MUI terdiri dari beberapa bab. Bab I mengenai Ketentuan Umum. 
Bab II mengenai Kelembagaan Umum dan Sifat Fatwa. Bab III mengenai 
Metode Penetapan Fatwa. Bab IV mengenai Prosedur Rapat. Bab V 
mengenai Format Fatwa. Serta Bab VI mengenai Kewenangan dan 
Wilayah Fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga 
pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Majelis 
Ulama Indonesia Daerah  yang singkat dengan MUI Daerah merupakan 
MUI Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi atau MUI 
Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
18
 
Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang 
ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa 
dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi: 
1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan 
Sunnah Rasul yang mu‟tabarah, serta tidak bertentangan dengan 
kemaslahatan umat. 
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana 
ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak 
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Ibid. Hlm xxvii. 
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bertentangan dengan ijma‟, qiyas yang mu‟tabar, dan dalil-dalil 
hukum lain, seperti ihtisan, maslahah mursalah dan saddu al-
dzari‟ah. 
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-
pendapat para Imam Mazhab terlebih dahulu, baik yang berhubungan 
dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-
dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil 
Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.
19
 
Selain itu juga ditetapkan prosedur penetapan fatwa sebagai 
berikut: 
1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih 
dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim 
khusus sekurang-kurannya seminggu sebelum disidangkan. 
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qat‟iy) hendaklah 
komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur 
setelah diketahui ada nashnya dari al-Qur‟an dan sunnah. 
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah dikalangan mazhab, maka 
yang difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikah fiqih 
muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an. 
                                                          
       
19
 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Isalam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 
Isalam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), hlm. 4-5. 
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Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metodeistinbaṭ 
hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak 
berbeda jauh dengan metode istinbaṭ hukum yang digunakan para ulama 
salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI 
adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, 
disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab 
fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga 
diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua 
ekstrimitas, tetapi lebih kepada mencari jalan tengah antara dua pendapat 
yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan MUI 
dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar 
di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan 
fatwa. 
G. Metode Istinbaṭh Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang 
‘Iddah Wafat 
Istinbaṭh berasal dari kata “nabṭ” yang berarti: “air yang mula-mula 
memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut 
bahasa, arti istinbaṭ. ialah: “mengeluarkan sesuatu dari 
persembunyiannya”.20 Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum 
Islam, arti istinbaṭ menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. 
Maka istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbaṭh adalah teks 
                                                          
       
20
 Haidar Bagir dan Syafiq Basri,  Ijtihad Dalam Sorotan, (Bnadung: Mizan Anggota IKPAI, 
1996), hlm. 25. 
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suci ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu, 
pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua hukum tersebut 
adalah istinbaṭ. Kata istinbaṭ. Bila dihubungkan dengan hukum bila 
dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali Al-Fayyumi ahli Bahasa Arab dan 
Fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur‟an dan as-Sunnah dengan 
jalan ijtihad.
21
 Ayat-ayat al-Qur'an dalam menunjukan pengertiannya 
menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada 
yang melalui arti bahasa ada pula yang melalui maksud hukumnya, 
disamping itu disatukali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan 
lain dalil yang memerlukan penyelesaian uṣul fiqihyang menyajikan 
berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang 
terkandung dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah.22 
Upaya istinbaṭ tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa 
pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber 
hukum. Menurut Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,
23
 
melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar 
dalam melakukan istinbaṭ, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan 
melalui pengenalan maksud syariat. Adapun syarat yang harus dipenuhi 
oleh orang yang akan melakukan istinbaṭ atau ijtihad adalah sebagai 
berikut: 
                                                          
       
21
 Jalaludin Rahmat, ed, Ijtihad Dalam Sorotan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 
25. 
       
22
 Ibid, hlm. 26. 
       
23
 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansi Bagi Pembaruan Hukum Islam Di 
Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 110-118. 
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1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur‟an 
yang berhubungan dengan masalah hukum. 
2. Memilki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis nabi SAW yang 
berhubungan dengan masalah hukum. 
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh 
ijma‟, agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan 
dengan ijma‟. 
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat 
mempergunakannya untuk istinbaṭh hukum. 
5. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang 
benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya. 
6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur‟an dan 
Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain. 
MUI dalam menetapkan fatwa menggunakan tiga cara pendekatan, 
yaitu:
24
 Pertama, pendekatan nash qat‟iy, yaitu berpegang pada nash Al-
Qur‟an dan hadits, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas 
hukumnya (al-Ahkam al-Qat‟iyah) disampaikan sebagaimana 
adanya.
25
Kedua, pendekatan qauli, yaitu jawabannya dicukupi oleh 
pendapat (qawl) dalam al-kitab al-mu‟tabarah, apabila terjadi perubahan 
sosial maka dilakukan telaah ulang terhadap qawl tersebut.
26
 Dan ketiga, 
                                                          
       
24
 Komisi Fatwa Mui Propinsi Kalsel, Ulama dan Tanatangan Problematika Kontemporer 
(Himpunan Fatwa Ulama), (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. Kalsel dan Comdes 
Kalimantan, 2007), Cet. Ke-I, hlm. 217. 
       
25
 Ibid. 
       
26
 Ibid,. hlm. 221. 
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pendekatan manhaji, yaitu dilakukan dengan ijtihad jama‟iy (ijtihad 
kolektif).
27
 
Komisi fatwa MUI melakukan ijtihad jika terjadi khilafiyyah 
dikalangan mazhab dengan cara: 
1. Al-Jam‟u wa al-taufiq 
Penggunaan metode al-Jam‟u wa al-taufiq yaitu mengalihkan 
makna dari setiap dalil kepada makna yang lain sehingga tidak 
mendapat perlawanan lagi.
28
 Cara men-jama‟ dan men-taufiq dua 
buah dalil yang berlawanan adalah dengan cara: 
a. Men-ta‟wil salah satu nash sehingga tidak berlawanan dengan nash 
lain 
b. Salah satu nash dijadikan takhsish terhadap nash lainnya.29 
Contoh, men-ta‟wil salah satu nash sehingga tidak berlawanan 
dengan nash lain, hadits Abu Hurairah r.a: 
) 
Artinya: “Bahwa Rasulullah saw. bersabda: tidak ada penularan, 
ramalan jelek, penyusupan (reinkarnasi), roh (orang yang 
meninggal kepada burung hantu) dan tidak ada bencana bulan 
safar”. (HR. Bukhari) 
Hadits di atas menegaskan tidak ada penularan penyakit, 
karena bencana itu sudah ada takdirnya sekalipun ia berkumpul 
                                                          
       
27
 Ibid,. hlm. 221. 
       
28
  Muktamar Yahya dan Fatchurrahman, Op. Cit.,hlm. 477. 
       
29
 Ibid. 
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dengan orang yang sakit. Akan tetapi kalau diperhatikan dengan 
hadits, 
) 
Artinya: “Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu 
lari dari singa dan seterusnya”. (HR. Bukhari) 
Kandungan hadits ini terkesan adanya penularan penyakit. 
Dilakukanlah jama‟ dan taufiq dengan men-ta‟wil arti lafadz “la 
„adwa” pada hadits pertama dengan “penyakit itu tidak dapat menular 
dengan sendirinya”. Tetapi yang menularkannya secara hakiki adalah 
Allah swt. dengan sebab adanya percampuran antara si sakit dan si 
sehat melalui media-media yang berbeda-beda satu sama lain.
30
 
2. Penggunaan Ilhaq 
Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan 
mazhab, yang memberikan makna bahwa salah satu metode fatwa 
MUI adalah menggunakan ilhaq.
31
Ilhaq yaitu pendapat hukum yang 
ada dikalangan mazhab dengan cara menyamakan sesuatu masalah 
yang terjadi dengan kasus yang ada padanannya dalam al-kutub al-
mu‟tabarah.32 Penggunaan ilhaq ini dipertegas oleh Imam 
„Abdurrahman bin Ziyad, bahwa: 
                                                          
       
30
 Muktamar Yahya dan Fatchurahman, Op.Cit. hlm. 487. 
       
31
 Komisi Fatwa Mui Propinsi Kalsel, Ulama dan..., hlm. 221. 
       
32
 Ibid., hlm. 222-223. 
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Artinya: “al-Imam „Abdurrahman bin Ziyad melansir 
pendapat Syaikh Zinuddin al-Iraqiy bahwa (ilhaq al-masail 
binaza‟iriha) menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan 
kasus padanannya dalam al-kutub al-mu‟tabarah dengan 
memperhatikan argumentasinya adalah lebih baik daripada 
membuat-buat hukum”.33 
3. Melakukan Ijtihad Jam‟i (Kolektif) 
Terkait dengan penetapan hukum yang tidak ditemukan 
hukumnya dalam pendapat para ulama mazhab, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) mendasarkan penetapan fatwa pada hasil ijtihad 
jama‟i (kolektif) melalui metode bayani, ta‟lily (qiyasi, istihsani, 
ilhaqi), istishlashi, dan sadd al-zari‟ah dengan senantiasa 
memperhatikan kemaslahatan umat (maslahih „ammah) dan maqashid 
al-syari‟ah.34 
a. Metode bayani dengan cara memperhatikan al-uslub (gaya bahasa) 
bahasa Arab dan cara penunjukan lafaz nash kepada artinya, atau 
pendekatan qawa‟id al-lugawiyah, meliputi: dilalah lafziyah, 
mafhum al-mukhlafah, dilalah nash yang jelas, dilalah nash yang 
kurang jelas, lafaz musytarak, lafaz „am dan lafaz khas.35 
b. Metode ta‟lili mengandalkan pada penalaran, meliputi: qiyas, 
istihsani, dan ilhaqi.  
1) Qiyasi yaitu menghubungkan atau memberlakukan ketentuan 
hukum, suatu bpersoalan yang sudah ada ketetapan hukumnya 
di dalam nash kepada persoalan baru yang hukumnya belum 
                                                          
       
33
 Ibid., hlm. 223. 
       
34
 Muhammad Ma‟ruf al-Dawalibi, Op Cit., hlm. 425. 
       
35
  Muktamar Yahya dan Fatchurrahman, Op., Cit., hlm. 188. 
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disebutkan dalam nash, karena keduanya memiliki kesamaan 
illat.  
2) Istihsani yaitu meninggalkan qiyas yang nyata (jailiy) untuk 
menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau 
meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna‟i 
(pengecualian) disebabkan adanya dalil yang menurut 
akal/logika membenarkannya atau mencari alternatif terbaik 
terhadap dua dalil. 
3) Ilhaqi yaitu mengeluarkan hukum dari „ibarah pendapat para 
ulama atau menetapkan hukum pada permasalahan yang 
bersifat kulli (umum), karena telah ditetapkan hukum pada 
sebagian beasar masalah yang bersifat juz‟i (khusus). 
4) Istislahi yaitu metode yang digunakan untuk menari dan 
menemukan maslahah mursalah (asas manfaat dan mudarat), 
sedangkan maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang 
tidak disyari‟atkan oleh syar‟i hukum untuk ditetapkan. 
5) Saad al-zari‟ah yaitu meniadakan atau menutup jalan menuju 
kepada/perantara (wasilah) perbuatan yang terlarang.  
6) Maslahah „ammah yaitu kemaslahatan umum atau kepentingan 
umum. Kriteria maslahat yang ada hubungannya dengan 
maqasid al-syari‟ah MUI menetapkan bahwa maslahat/ 
kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syari‟at yang 
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diwujudkan terpeliharanya kebutuhan primer (al-daruriyah al-
khamsah) yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. 
Apabila metode fatwa itu telah dijalankan dan menghasilkan 
ijtihadjam‟i (kolektif) yang berupa ijtihad dilakukan dalam sidang 
pleno MUI atas usulam komisi fatwa yang membawa konsep 
fatwa. Hasil sidang pleno inilah yang disebut dengan ijtihad 
kolektif dalam setiap surat keputusan fatwa MUI setelah itu 
ditanfizkan dan diberi nomor serta ditandatangani oleh ketua 
umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa MUI.
36
 
 
                                                          
       
36
 Dikutip dari http://www.mui.or.id, diakses 12 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Metode Istinbaṭ  Hukum Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 
Tentang ‘Iddah Wafat 
Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan analisis terhadap 
dasar pemikiran putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 1981 
terkait dengan metode istinbaṭ hukum yang digunakan beserta dalil-dalil yang 
digunakan dalam memberikan kejelasan hukum mengenai ‘Iddah Wafat. 
Dengan demikian dapat diketahui bagaimana sebenarnya penarikan hukum 
yang dilakukan oleh Komisi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Maksud dari metode istinbaṭ hukum adalah cara yang digunakan oleh 
Majelis Ulama Indonesia pada fatwanya untuk menggali dan memberikan 
kejelasan hukum pada putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada 
penjelasan sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai metode 
istinbaṭhukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari 
pemaparan tersebut dapat dipahami terdapat dua metode istinbaṭ, yakni 
pertama dalam metode istinbaṭ hukum konsep ‘Iddah Wafat, MUI 
menggunakan metode istinbaṭ dengan pendekatan nash qath’iyaitu berpegang 
pada nash al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga fatwa yang dilakukan telah jelas 
hukumnya (al-Ahkam al-Qat’iyah) disampaikan sebagaimana adanya. Kedua 
dalam konsep iḥdad (larangan) yang terkandung dalam fatwa ‘iddah wafat 
menggunakan metode istinbaṭ dengan mengambil pendapat (qaul atau wajh) 
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dari para ulama terdahulu dengan merujuk langsung teks-teks yang telah 
terkodifikasi pada al-kutub al-mu’tabarah merupakan metode utama yang 
digunakan dalam memberikan kejelasan hukum pada penetapan fatwa MUI ini 
disebut metode qauli. 
Menurut penulis, fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 Tentang ‘IddahWafat 
juga menggunakan metode nash qat’iydan qauli, karena dalam memberikan 
kejelasan hukum mengenai ‘Iddah Wafat merujuk pada firman Allah dan 
pendapat ulama terdahulu yang terkodifikasikan pada al-Qur’an dan al-kutub 
al-muktabarah, sehingga menurut penulis metode istinbaṭ yang digunakan 
sudah tepat. 
Referensi atau rujukan yang digunakan untuk memeberikan 
kejelasanhukum mengenai fatwa ‘Iddah Wafat bersumber dari al-Qur’an dan 
pendapat para ulama, sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab 
sebelumnya. 
Ayat yang digunakan yaitu, pertama, firman Allah swt. dalam surat Al-
Baqarah ayat 240 : 
 ٍجاَشِخِا َشَُِغ ِلِىَحْنا ًَنِا اّعاَخَم ِمِهِجاَوِصَؤِن ًتَُِّصَو اّجَوِصَأ َنوُسَذََو ِمُكِىِم َنىَّفَىَخَُ َهَِزَّناَو
 ْنِاَف 
.ْمُِكَح ْضَِضَع ُللهاَو ٍفوُشِعَم ِهِم َّهِهِسُفِوَأ ٍِف َهْهَعَف اَم ٍِف ِمُكَُِهَع َحاَىُج َلاَف َهِجَشَخ 
Artinya: 
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan 
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) 
diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak suruh pindah (dari 
rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada 
dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan 
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mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha 
Perkasa Lagi Maha Bijaksana. 
 
Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa disyari’atkan bagi suami untuk 
berwasiat bagi istrinya agar istrinya tersebut tetap tinggal didalam rumahnya 
(rumah suaminya), dan dinafkahi dari harta peninggalannya selama satu tahun 
penuh. Serta seorang istri adalah statusnya sebagai istri walaupun setelah 
kematian (suaminya). 
Kedua,firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 234:  
 
اَرِإَف اّشِشَعَو ٍشُهِشَأ َتَعَبِسَأ َّهِهِسُفِوَؤِب َهِصَّبَشَخَ اّجاَوِصَأ َنوُسَزََو ِمُكِىِم َنِىَّفَىَخَُ َهَِزَّناَو  َهِغَهَب
 ِفوُشِعَمْهِب َّهِهِسُفِوَأ ٍِف ِهْهَعَف اَمُِف ِمُكَُِهَع َحاَىُج َلاَف َّهُهَهَجَأ.ْيرِبَخ َنىُهَمِعَح اَمِب ُللهاَو  
Artinya: 
Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan 
istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) 
empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, 
maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 
trhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 
kamu perbuat. 
 
Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah para istri menahan 
diri untuk menikah lagi setelah suami mereka meninggal selama empat bulan 
sepuluh hari (bagi istri-istri yang tidak hamil). Apabila waktu tersebut telah 
habis maka istri-istri tersebut boleh melakukan hal-hal yang dilarang 
sebelumnay seperti bersolek, berhias dan keluar rumah. 
Ketiga, kesepakatan ulama tentang kewajiaban wanita yang 
menjalankan ‘iddah wafat untuk melakukan ‘iddahdalam bentuk tidak berhias. 
Dalam hal ini ulama yang menjadi rujukan Majelis Ulama Indonesia adalah 
jumhur ulama (mayoritas ulama). 
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Keempat, Khilafiyah (perbedaan pendapat) yang terjadi di kalangan 
ulama tentang wanita yang sedang menjalankan ‘iddah wafat untuk 
meninggalkan rumah kediamannya, dimana pendapat jumhur ulama tidak 
membolehkan meskipun untuk melakukan ibadah haji, sedangkan sebagian 
ulama, yang dipelopori oleh Ibn Hazm, membolehkan. Adapaun pendapat 
jumhur ulama tersebut adalah 
1. Ulama Hanafiyyah melarang perempuan yang ber’iddah, baik talak ba’in, 
talak tiga maupun talak raj’i untuk keluar rumah pada siang atau malam 
hari, berdasarkan firman:  
ُمُخْقَهَط اَرِا ٍِ ِبَّىنا اَهََُؤَ  َلا ِمُكَبَس َللها اىُقَّحاَو َةَّذِعْنا اىُصِحَأَو َّهِهِحِّذِعِن َّهُهىُقَّهَطَف َءآسَّىنا
 ِللها ُدوُذُح َكْهِحَو ٍتَىََُّبَّم ٍتَشِحاَفِب َينِحْاَ ْنَأ َّلاِا َهِجُشِخَ َلاَو َّهِهِحىُُب ِهِم َّهُهىُجِشِخُح
َهَظ ِذَقَف ِللها َدوُذُح َّذَعَخَ ِهَمَواّشِمَأ َكِنَر َذِعَب ُدِذِحَُ َللها َّمَعَن يِسِذَح َلا ُهَسْفَو َم  
Artinya: 
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertawakallah kamu 
kepada Allah Tuhanmu. Janganlah keluarkan mereka dari rumah 
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. 
Sesungguhnya barang siapa berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuadah itu 
sesuatu hal yang baru. 
Berbeda dengan perempuan yang menjalankan ‘iddah kematian 
suaminya. Sebab, dia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagaian 
malam, tetapi tidak boleh bermalaman kecuali dirumahnya/di tempat 
tinggalnya sendiri. Hal ini karena perempuan yang suaminya meninggal 
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tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah meninggal, dan 
untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah (bekerja). 
2. Ulama Hanabilah dan Malikiyyah membolehkan perempuan yang sedang 
menjalani masa ‘iddah, baik karena dicerai atau suaminya meninggal, untuk 
keluar padasiang hari berdasarkan hadits: 
َجُشِخَح ْنَأ ٌمُجَس اَهَشَجَضَف .اَهَهِخَو َّذُجَح ْنَأ ِثَدَسَؤَف ،ٍِخَناَخ ِجَقِّهُط ِّ ِبَّىنا ِجَحَؤَف ،
اًفوُشِعَم ٍِهَعْفَح ِوَأ ٍِقَّذَصَح ْنَأ ًَسَع َكَّوِاَف ،ِكَهِخَو ٌِّذُجَف ًَهَب :َلاَقَف 
Artinya: 
Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin 
keluar untuk memotong kurmanya. Kemudian seorang laki-laki 
melarangnya untuk keluar. Dia pun menemui Nabi Muhammad 
untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, Pergilah 
engkau kekebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau 
bersedakah dengan byah kurma itu, dan lakukanlah sesuatu yang 
baik menurutmu. 
3. Ulama Hanabilah dan Malikiyyah juga berdalil dengan hadits riwayat 
Mujahid, yakni bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika perang 
Uhud. Kemudian istri-istri mereka mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya 
kepadanya apakah mereka dibolehkan keluar malam. Rasulullah saw. 
menjawab bahwa mereka boleh berkumpul bersama di malam hari dan jika 
telah mengantuk agar kembali ke rumah mereka masing-masing. 
4. Adapun ulama Syafi’iyyah tidak membolehkan perempuan yang sedang 
dalam masa ‘iddah secara mutlak untuk keluar rumah., kecuali karen ‘udzr. 
Mereka berdalil dengan firman Allah dalam QS. At-Thalaq (65): 1 dan 
hadits yang diriwayatkan oleh Furai’ah: 
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 :ِجَناَق ُهَهَجَأ ُباَخِكْنا َغُهِبَ ًَّخَح ِكِجِوَص ٍُ ِعَو ِهُِف َءاَج ٌِزَّنا ِكِخَُِب ٍِف ٍِثُكِما
ِف ُثِدَذَخِعاَفاّشِشَعَو ٍشُهِشَأ ُتَعَبِسَأ ِهُ  
Artinya: 
Menetaplah di rumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu 
sampai selesai masa ‘iddah. Kemudian, saya ber’iddah di dalamnya 
selama empat bulan sepuluh hari. 
 
5. Menurut Hasyim, larangan keluar rumah bagi mu’taddah (perempuan yang 
ber’iddah) sebenarnya hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan ‘iddah. 
Sarana di sini lebih menyentuh aspek etika sosialnya, sedangkan aspek 
teologisnya adalah tujuan ‘iddahnya. Dalam hal ini, tujuan ‘iddah 
seharusnya lebih diperhatikan. Oleh karena itu, selama perempuan tersebut 
dapat menjaga tujuan ‘iddah maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih lagi 
bagi mereka yang kebutuhannya mendesak seperti harus mencari nafkah 
untuk dirinya dana anaknya. 
 
B. Konsep Iḥdad Bagi Perempuan Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 
Tentang ‘Iddah Wafat Perspektif Kesetaraan Gender 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ‘Iddah Wafat dikeluarkan pada 
tahun 1981.Dilihat berdasarkan waktu putusannya memang tergolong lama, 
namun menjadi menarik untuk dibahas kembali mengingat persoalan  manusia 
bersifat dinamis. Salah satu persoalan hukum Islam yang masih menjadi 
perbincangan adalah mengenai ketentuan-ketentuan iḥdaddalam masa ‘iddah 
wafat bagi perempuan.Di antara isu sentral yang dihadapi oleh hukum Islam 
saat ini adalah masalah diskriminasigender. Hal tersebut terjadi karena ternyata 
selama ini produk pemikiran hukum Islam baik yang terdapat dalam kitab-
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kitab fikih maupun tafsir kalsik yang diasumsikan mengandung ketidakadilan 
gender. 
Gender sebagai alat analisis adalah tidak terlepas dari asumsi-asumsi 
yang dibangun oleh sosio kultural, baik melalui pradigma-pradigma ideologis 
maupun filosofis dengan kepentingan tertentu. Adapun gender sebagai konsep 
analisis diperlukan dalam melakukan penelitian atau penelaah gender di 
masyarakat secara proporsional dan baik. Konsep gender digunakan sebagai 
alat dalam analisis, kemudian dikembangkan dengan berbagai metode serta 
teknik analisis gender yang akan mengalami perkembangan dari waktu ke 
waktu sesuai dengan konteks perjalanan dan perkembangan di masyarakat.
1
 
Dalam penelitian  ini, penulis menggunakan kesetaraan genderdari 
kelompok feminis sebagai alat anlisis dengan sasaran fenomena iḥdad yang 
terdapat dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 tentang ‘iddah wafat, dimana 
dengan analisis kesetaraan gender ini diharapkan seseorang mampu 
mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, namum 
seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban yang memang benar-benar 
harus dilakukan dalam wilayah masa iḥdad. Adapun teori yang penulis pilih 
adalah teori feminis liberal, dasar teori ini adalah semua manusia sama, laki-
laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi 
penindasan antara satu dengan lainnya.  
Sebelum membahas lebih lanjut analisis tentang konsep iḥdad,  penulis 
terlebih dahulu akan memaparkan latar belakang munculnya ‘iddah.  
                                                          
1
 Umi Sumbulah, Gender Dan Demokrasi, (Malang: Averroes Press, tt), hlm pembuka. 
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Pemberlakuan ‘iddah bagi perempuan sudah dikenal semenjak Islam belum 
ada. Ketika itu pemberlakukan ‘iddah sangat tidak manusiawi khususnya 
‘iddah untuk perempuan karena kematian suaminya. Masa ‘iddah pada zaman 
tersebut adalah satu tahun. Selama itu, perempuan harus mengurung diri dalam 
rumah dengan menempati ruangan yang paling jelek, dia juga tidak boleh 
mandi, memotong kuku, menyisir rambut dan merapikan dirinya. Setelah 
jangka waktu selesai, ia diperkenankan keluar dan menempati tepi-tepi jalan 
kemudian melempari anjing-anjing dengan kotoran yang telah disediakan. 
Setelah Islam datang, pemberlakuan ‘iddah masih diberlakukan kepada 
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, namun lebih manusiawi dari 
sebelum Islam datang. Semula ‘iddahdilakukan selama satu tahun penuh, 
namun setelah Islam datang, diubah menjadi empat bulan sepuluh hari. Hukum 
‘iddah diatur dalam ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-
Ahzab: 49, Q.S. al-Baqarah: 23 dan 228, serta Q.S. al-Thalaq: 4. Dalam 
konteks Indonesia ‘iddah wafat diatur dalam sebuah fatwa MUI No. 11 Tahun 
1981 tentang ‘Iddah Wafat yang isinya:2 
a. Kebolehan wanita yang berada dalam ‘iddah wafat untuk meninggalkan 
rumah kediamnnya pada malam hari adalah masalah khilafiyah. 
b. Memilih pendapat jumhur ulama tentang ketidakbolehan wanita dalam 
menjalankan ‘iddah wafat meninggalkan rumah kediamannya pada malam 
hari, meskipun untuk melakukan ibadah haji. 
 
                                                          
2
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa..., hlm. 38. 
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Pada dasarnya dalam beriḥdad seorang perempuan adalah diharapkan 
untuk dapat menjaga diri dan melindungi nasab atau keturunan, bertujuan 
murni ibadah, serta menjaga diri dari fitnah yang muncul seperti perempuan 
diklaim tidak memiliki komitmen yang kuat dengan suaminya sehingga ketika 
sang suami telah meninggal, perempuan tersebut dianggap ingin segera 
menikah lagi. Untuk menghindari klaim-klaim tersebut maka hendaknya 
seorang perempuan memperhatikan tujuan dan nilai-nilai pelaksanaan iḥdad. 
Pemberlakuan ‘iddah bagi perempuan merupakan hukum baku yang 
ditetapkan oleh al-Qur’an. Hanya saja hikmah dalam penerapannya tidak 
dijelaskan. Oleh karena itu, para pemikir klasik seperti imam mazhab banyak 
melakukan kajian terhadap pemeberlakuan ‘iddah tersebut. Ini adalah upaya 
merasionalkan hukum baku yang telah ditetapkan oleh musyarri’. Setelah 
dilakukan penelusuran pada literatur Arab (Fiqih al-Sunnah, I’anatu al-
Thalibin dan Kitabul al-Fiqh al al-Madhahibu al-Arba’ ). Kemudian 
ditemukan lima hikmah dibalik pemberlakukan ‘iddah, yaitu: 
a. Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak 
tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain. 
b. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali 
membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut 
baik. 
c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan 
orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir 
98 
 
 
panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya 
seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sentar lagi dirusak. 
d. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-
sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang 
mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap 
terjaga kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat 
memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya. 
e. Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah 
itu diperuntukkan kepada perempuan-perempuan yang muslim. 
Oleh karena itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya 
hendaknya dipahami secara komrehensif, bahwa bagi perempuan yang 
disyari’atkan baginya iḥdad, pada makna sesungguhnya adalah merupakan 
perlindungan bagi dirinya. Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dalam 
perspektif gender terdapat konsep yang berkembang, yakni pemahaman bahwa 
di ere globalisasi ini keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan 
nasional  merupakan hal yang sangat esensial, artinya bahwa dalam menelaah 
kembali peran serta fungsi perempuan yang memiliki nilai dalam 
pembangunan nasional maka diperlukan adanya keseimbangan pemaknaan 
dalam pemahaman tersebut. 
Masalah kesetaraan gender merupakan masalah bersama antara laki-
laki dan perempuan. Dalam koridor  gender  ini, laki-laki dan perempuan 
diharapkan dapat melindungi hak masing-masing pihak sehingga tidak terjadi 
diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam fatwa MUI tentang ‘iddah wafat, yang 
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dimaksud konsep iḥdad adalah tidak boleh keluar dari rumah kediaman pada 
malam hari, meskipun untuk melakukan ibadah haji.  
Dilihat dari konteks kesetaraan gender, dimana kesetaraan adalah 
kesamaan memperoleh kesempatan hasil untuk laki-laki dan perempuan, dalam 
peran, tugas, tanggungjawab dan memiliki akses serta kesempatan yang sama 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan termasuk penghapusan ketidakadilan gender serta 
memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.Sehingga dalam 
hal ini peran gender yang berkaitan dengan masa iḥdad sudah mencerminkan 
kesetaraan gender walaupun fatwa tersebut hanya terspesifikasi untuk 
perempuan.  
 Adapun kesetaran gender ditandai dengan terpenuhinya aspek kesetaraan 
gender dan keadilan gender sebagai berikut: 
1. Akses, merasakan dan meyakini kapasitas laki-laki dan perempuan untuk 
menggunakan sumberdaya sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan 
produktif. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki akses yang 
sama, seperti berpendidikan tinggi, menitih karir, menjadi pemimpin dan 
lain-lain. 
2. Partisipasi dan peren, yaitu mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa 
laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan untuk terlibat dan ikut serta 
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan 
segala kegiatan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Dizaman 
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sekarang, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dalam 
pembangunan nasional. 
3. Kontrol, yaitu mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki dan 
perempuan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas 
penggunaan dan pemanfaatan berbagai macam hasil sumberdaya. 
4. Manfaat, yaitu mengetahui, merasakan dan meyakini bahwa laki-laki dan 
perempuan memiliki kesamaan untuk memperoleh manfaat dari berbagai 
kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikut 
hasil tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bahasan sebelumnya diperoleh beberapa point 
yang dapat dijadikan sebagai inti penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Metode istinbaṭ hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) didasarkan pada 
Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan  melalui 
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia melalui sidang pleno di Jakarta, 
pada tanggal 22 syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 M. Dalam beristinbaṭ 
MUI menggunakan 3 metode, yaitu metode nash qat’i, metode qawli dan 
metode manhaji. Dalam penetapan fatwa ‘Iddah Wafat, MUI 
menggunakan metode nash qath’i yaitu berpegang pada nash al-Qur’an 
dan as-Sunnah, sehingga fatwa yang dilakukan telah jelas hukumnya (al-
Ahkam al-Qat’iyah) disampaikan sebagaimana adanya. Sedangkan dalam 
konsep iḥdad, MUI menggunakan metode qauli yang mana dilakukan 
dengan cara merujuk kepada aqwal ulama yang terdapat dalam kitab-kitab 
yang muktabar (al-kutub al-mu’tabarah) yang relevan dengan tema yang 
diangkat sebagai sumber utama. 
2. Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 tentang ‘iddah wafat, sebenarnya 
iḥdad adalah hukum bawaan dari ‘iddah wafat, konsepnya adalah larangan 
bagi kaum perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk meninggalkan 
rumah kediamannya pada malam hari meskipun untuk melakukan ibadah 
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haji. Dari ketentuan hukum diatas, memberikan gambaran bahwa masa 
menunggu atau yang disebut dengan ‘iddah dan masa berkabung yang 
disebut dengan iḥdad adalah sebuah keharusan bagi perempuan. Ditinjau 
dengan kesetaraan gender, Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 tentang ‘Iddah 
Wafat sudah mencerminkan kesetaraan gender, meskipun fatwa tersebut 
hanya terspesifikasikan untuk perempuan. Pemberlakuan iḥdad hendaknya 
dipahami secara komprehensif, bahwa pada makna sesungguhnya adalah 
merupakan perlindungan bagi dirinya. 
B. Saran-Saran 
1. Perlu diingat bagi pemerhati hukum Islam, bahwa fikih (hukum Islam) 
merupakan formulasi pemikiran elit agama (fuqaha) terhadap sumber 
normatif yakni al-Qu’an dan hadits, dalam merespon gejala sosial saat 
pemikiran itu muncul. Sehingga tidak dapat diberlakukan secara general, 
namun tetap dibatasi oleh ruang dan waktu sesuai dengan kaidah 
“berubahnya hukum disebabkan perubahan situasi dan kondisi”. Dari itu, 
merumuskan hukum Islam (fiqih) tidak bisa dilepaskan dari konteks 
sosial yang ada, dengan hanya merujuk pada bunyi al-Qur’an dan hadits, 
namun masih membutuhkan akal sebagai penunjang memahami 
kenuniversalan nilai-nilai yang dikandungnya. 
2. Untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu hukum Islam yaknu 
kemaslahatan seharusnya ketentuan hukum yang terdapat didalam fatwa 
MUI mengedepankan nilai-nilai egaliterian, supaya tidak ada lagi kesan 
diskriminasi dalam sebuah hukum. 
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3. Masyarakat harus memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, 
karena selama inoi banyak fatwa MUI yang tidak disosialisasikan kepada 
masyarakat, sehingga kekuatan fatwa menjadi lemah.  
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